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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI 
PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKA WINAN DI KABUP ATEN 

BANTUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

(Study Kasus pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul) 

Asih Suryanti 
( asihsuryanti@gmail.com) 

Program Pasca Srujana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk 'mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan 
P~ngendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dan angka pernikahan dini yang 
selalu mengalami kenaikan tinggi. Kenaikan kedua hal tersebut diduga memiliki 
keterkaitan yang erat satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan model 
Implementasi Van Meter dan Van Hom, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber 
Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, 
Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, Pertanyaan tertulis dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik 
keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa 
Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia 
Perkawinan sudah beJ.jalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit 
kendala serta masalah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan van 
Meter dan van Hem, maka dapat dianalisis bahwa proses berlangsungnya 
Implementasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program 
Pendewasaan Usia Perkawinan sudah beJ.jalan dengan sebagaimana yang telah 
ditetapkan, walaupun masih belum optimal. Rekomendasi yang diberikan untuk Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui 
Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu: 1) perlu dibuatnya standar kebijakan yang lebih 
j elas dan rinci, 2) perlu adanya peningkatan sumber daya baik Dana maupun Sumber 
Daya manusia, 3) perlu adanya perluasan jangkauan Komunikasi Informas~ dan 
edukasi, 4) perlunya sinergitas dengan program sejenis dari organisasi perangkat 
daerah yang lain baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi, 5) perlu adanya 
lebih mengaktifkan beberapa kegiatan di masyarakat yang merupakan bagian dari 
program Pendewasaan Usia Perkawinan ini. 

Kata kunci, Implementasi Kebijakan, pengendalian penduduk, program pendewasaan 
usia perkawinan. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF POPULATION CONTROL POLICY 
TROUGH THE MATURITY OF MARRIAGE AGE 

IN BANTUL DISTRICT SPECIAL REGENCY OF YOGYAKARTA 
(Case study on Family Planning Co11trol Service Community 

and Village Empowerment iri Bantul district) 

Asih Suryanti 
(asihsury~ti02gmail.com) 

Graduate Studies Program Indonesia Open University 

This study aims to describe how the Implementation of Population Control Policy 
through the Maturity of Marriage Age Program in Bantul District of Y ogyakarta 
Special Territory. This research is motivated by population growth rate in Bantul 
regency and early marriage rate which always high increase. The rise of the two things 
was suspected to have a close relationship to each other. This research used Van Meter 
and Van Hom Implementation approach, they are Standard and Target of Policy, 
Resources, Inter-Organization Relations, Characteristics, Implementing Agent, Social, 
Economic and Political Condition, and Implementer Disposition. The method used in 
this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were 
interviews, written questions and documentation. Furthermore, the technique of data 
validity used was triangulation. The result of the research is that the Implementation of 
Population Control Policy through Maturity of Marriage Age Program has been run 
quite effective although it was still found a bit of obstacle and ·problem in its 
implementat~on. By using van meter and van Hem approach, it can be analyzed that 
the process of Implementation of Implementation of Population Control Policy 
through Maturing Age of Marriage Program has been run with as determined, 
although it has still not optimal yet. Recommendations given to the Family Planning 
Control Service Community and Village Empowerment in Bantul district related to the 
implementation of the Policy of Population Control through Maturity of Marriage Age 
are: 1) the need for clearer and more detailed standards of policy, 2) the need for 
increased resources both Funds and Human Resources, 3) the need for extension of 
Information Communication and education, 4) the need for synergyzing with similar 
programs from other regional apparatus organizations both at the district and 
provincial levels, 5) it is necessary to activate some activities in the community that 

they are part of this maturing age marriage program. 

Keywords : Policy Implementation, population control, maturity of marriage age 

program. 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Landasttn Yuridis, Prom. dan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Bantul 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bantul (DPPKBPMD) di bentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bantul.DPPKBPMD Kabupaten Bantul dikepalai oleh seorang 

Kepala Dinas yaitu Drs. Mahmudi ,M.Si sejak bulan Januari tahun 2017. 

Dari sisi kelembagaan, DPPKBPMD Kabupaten Bantul mengalami 

perjalanan yang cukup panjang hingga mencapai pada posisi sekarang ini. 

Mulai dari BKKBN Kabupate.n Bantul sebelum era otonomi daerah, 

kemudian menjadi badan dengan nama BKKPPKB (Tipe B) hingga akhimya 

menjadi Dinas dengan nama DPPKBPMD (Naik menjadi Type A). 

DPPKBPMD beralamat di Kompleks Pemda Kabupaten Bantul Jalan 

Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul.Kode Pos 55714, Nomor Telepon 

(0274) 6460055. Dengan terbitnya Perbup Nomor 118 Tahun 2016 ini rriaka 

Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan 
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dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantu! (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2007 Nomor 74); dan Peratunin Bupati Bantul 89 Tahun 2007 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 

89). Menjadi tidak berlaku lagi. 

DPPKBPMD saat ini memiliki satu sekretariat yang di kepalai oleh 

sekretaris dan tiga bidang yang dikepalai oleh Xepala Bidang, terdiri dari 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarg~; 

Bidang Keluarga Berencana; Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

serta Kelompok J abatan Fungsional. Dalam setiap bidang terdapat Seksi 

yangdikepalai oleh Kepala Seksi (Kasi), sedangkan masing-masing Kepala 

Seksi membawahi beberapa staf. Total pegawai yang dimiliki DPPKBPMD 

Kabupaten Bantu! saat ini adalah sebanyak 107 orang yang berstatus PNS 

dan tenaga honorer sebanyak 24 (21 orang·Penguat PLKB dan 3 orang tenaga 

Administrasi) yang terbagi dalam 20 orang di Bidang Sekretariat, 8 orang di 

Bidang DALDUK, 8 orang di Bidang KB , 17 orang di Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 52 orang PLKB (PNS) ditambah 21 orang Penguat 

PLKB (Tenaga honorer) dan3 orang merupakan outsourcing tenaga 

administrasi (Kepegawaian DPPKBPMD, Mei 2017).Mengenai Tabel Daftar 

Nama Pegawai danjabatannya di DPPKBPMD ada pada Daftar lampiran. 

DPPKBPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembi:mtuan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan 
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masyarakat dan desa. DPPKBPMD dalam menjalankan tugasnya mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Susunan organisasi DPPKBPMD, terdiri atas : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; 

c. Bidang Keluaiga Berencana; 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

e. UPT; dan 

f. Kelompok J abatan Fungsional. 

DPPKBPMD dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.Sekretariat dipimpin oleh 

Sekretaris dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan 

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan 

DPPKBPMD.Lebih jelasnya bisa dilihat pada struktur organisasi di daftar 

lampiran gambar. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana keija Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, 

hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; 

d. pengelolaan barang milik daerah; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan 

DPPKBPMD; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPPKBPMD; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Sekretariat 

Sekretariat terdiri atas : 

a. Sub Bagian Program; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

Sub Bagian Program 

Sub Bagian Programdipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
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Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerj a Sub bagian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

evaluasi; 

c. . penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan 

anggaran; 

e. penyiapan pengumpulari, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 

f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan. 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; 

dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

·' 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan 

berkedudukan di bawah serta bertanggung j awab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana kerja Sub bagian; 

b. penyiapan bahan.perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; 

c. . penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 

d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 

f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

g. penyiapan dan pelaksanaan urusan keijasama dan kehumasan; 

h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana; 

1. . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; 

dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Sub Bagian Keuangandan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan 

aset.Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan dan Aset 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset; 

c. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

d. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 

dipimpin oleh Kepala Bidang.Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan 

Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan ketahanan 

kesejahteraan keluarga.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 

a. . penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan pergerakan, 

pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
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I. 

l.r 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang advokasi dan 

pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesum dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, 

terdiri atas: 

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan; 

b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan 

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

Seksi Advokasi dan Penggerakan 

Seksi Advokasi dan Penggerakanberkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan 

Keluarga.Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebij akan bidang advokasi dan penggerakan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.Dalam melaksanakan 

tugasnya, Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
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c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

d. pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

perguliran kelompok; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan penggerakan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. . 

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargaberkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab .kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Pengendalian Penduduk dan 

Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pengendalian 

Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan 

informasi keluarga. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi 

Keluarga menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana keija Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk 

dan informasi keluarga; 
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c. penYJ.apan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 

d. · pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

f. pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk da!l keluarga 

berencana; 

g. penympan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengendalian penduduk dan informasi keluarga; 

h. . pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaberkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.Dalam melaksanakan 

tugasnya, Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan 

fungsi: 

43252.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



67 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

d. pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga melalui tribina (Bina Keluarga 

Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia); 

e. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan 

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 

f. pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen 

serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok; 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Keluarga Berencana 

Bidang Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keluarga Berencana 

dipimpin oleh Kepala Bidang.Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas 

melaksanakan , perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Keluarga 

Berencana. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusup.an rencana ke:rja bidang; 

b. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana; 

d. pei:nberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keluarga berencana; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keluarga berencana; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan· fungsinya. 

Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas: 

a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; 

b. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan 

c. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana 

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.Seksi 

Pelayanan Kehiarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pelayanan 

Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan keluarga berencana.Dalam 

melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana kelja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga 

berencana; 

c. peilyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga 

berencana; 

d. pelaksanaan penyedia~m, pengendalian dan pendistribusian alat obat 

kontrasepsi; 

e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana; 

f. pelaksanaan kelja sama dengan iembaga dan instansi teknis dalam 

penyusunan dan pengembangan kebijakan operasional pelayanan keluarga 

berencana; 

g. penyiapan bahan pemberian birribingan teknis dan supervisi bidang pelayanan 

keluarga berencana; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan keluarga 

berencana; 

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi Pembinaan Kelembagaan 

Seksi Pembinaan Kelembagaanberkedudukan di bawah . dan bertanggung 

jawab kepada · Kepala Bidang Keluarga Berencana.Seksi Pembinaan 

Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pembinaan Kelembagaan 

mempunyai tug,as menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
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bidang pembinaan kelembagaan keluarga berencana.Dalam melaksanakan 

tugasnya, Seksi Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan 

keluarga berencana; 

c. pen)'lapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan 

kelembagaan keluarga berencana; 

d. pelaksanaan identifikasi, klasifikasi dan stratifikasiinstitusi keluarga 

berencana 

e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan Ber KB; 

f. pembinaan kelembagaan dan lembaga pelayanan Keluarga Berencana; 

g. penyiapa~ bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pembinaan kelembagaan keluarga berencana; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan 

kelembagaan keluarga berencana; 

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesum dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi Pelayanan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi 

Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasiberkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala 

Seksi. 
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Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kelja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan komunikasi, 

informasi dan edukasi keluarga berencana; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan komunikasi, 

informasi dan edukasi keluarga berencana; 

d. pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana; 

e. pelaksanaan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga 

berencana; 

f. . penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Jabatan Fungsional 

Dalam struktur organisasi kelompok jabatan fungsional ini berada 

langsung di bawah Kepala DPPKBPMD.Jabatan Fungsional ditetapkan 
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berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesum dengan 

prosedur ketentuan yang berlaku. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan melaksanakannya 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok J abatan Fungsional terdiri 

dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.Jumlah .tenaga fungsional ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kelja. 

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Pemegang jabatan Fungsional di 

DPPKBPMD adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

DPPKBPMD walaupun termasuk Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantu!, tetapi untuk implementasi setiap 

Kebijakan atau program masih mempunyai hubungan yang kuat dengan 

Perwakilan BKKBN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Khusus untuk 

Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pengendalian Penduduk terutama 

dalam hal pengembangan dan pencapaian target program pada umumnya dan 

program PUP pada khususnya. Akan tetapi tantangan kantor/lembaga_ KB di 

tiap daerah, termasuk Kabupaten Bantu!, seringkali dikeluhkan mengenai 

terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk mengembangkan Program Keluarga 
i 

Berencana dan Keluarga Sejahtera.DanaAPBD yang selama ini dikucurkan 

sangat kecil dibbding dengan OPD lainnya. Hal ini pemah disampaikan oleh 

Kepala DPPKBPMD berikut ini : 

43252.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



-, 

73 

" selama ini dana dari APBD untuk mendukung pelaksanaan 
program KB/KS di Kabupaten Bantul ini juga sudah ada tapi saya rasa 
masih kur~g dan terhitung sedikit dibandingkan dengan dana untuk 
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari anggaran yang ada 
untuk Tahun 2017 ini untuk Program KB/KS.hanya sebesar 6 M, 
jumlah ini jauh dibawah dana anggaran untuk Program PMD yang 
besarnya mencapai 35 M ". (disampaikan pada saat pertemuan lengkap 
seluruh pegawai DPPKBPMD bulanjanuari 2017). 

Kesenjangan dalam alokasi anggaran kegiatan ini tidak begitu kelihatan 

pada saat sebel~ ada penggabungan · antara Badan KB dan Dinas 

PMD.Tetapi setelah kedua SKPD tersebut berada dalam satu atap yaitu 

menjadi DPPKBPMD,maka perbedaan besarnya anggaran tersebut kelihatan 

begitu mencolok. Demikian juga dana dari APBN untuk mendukung program 

KB pun hanya terbatas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak boleh 

diwujudkan dalam kucuran dana segar akan tetapi harus berupa barang 

maupun pengadaan sarana prasarana pendukung program KB. 

Bukan merupakan hal yang mudah untuk mengembangkan program 

KKBPK di level kabupaten/kotamadya, ditengah terbatasnya Dana Anggaran 

Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh kepala daerah 

maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Akan tetapi, ternyata 

keterbatasan tersebut selama 1m telah mampu diatasi oleh 

DPPKBPMDKabupaten Bantul. Terbukti selama ini DPPKBMD Kabupaten 

Bantul telah konsisten memberikan sumbangan dalam rangka menekan angka 

pertumbuhan penduduk dan mengadakan pelatihan bagi para stakeholder 

program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB/KS) demi 

peningkatan ko;mpetensi. Meskipun sebenarnya diyakini bahwa dengan 

semakin besarnya alokasi anggaran bagi pengembangan program KB/KS di 
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Kabupaten Bantul akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pencapaian 

program tersebut di Kabupaten Bantul. 

Daftar nama dan jabatan seluruh pegawai DPPKBPMD terdapat pada 

lampiran. 

Sesuai dengan tupoksinya DPPKBPMD mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembangunan program Keluarga Berencana ( KB ), Bidang 

Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

(PMD) dimana pada tahun 2018 mendatang Dinas PPKBPMD diharapkan dapat 

meningkatkanKinerja untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi dan Misi 

yang telah ditetapkan. Visi dan Misi dari DPPKBPMD adalah sebagai berikut : 

Visi: Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sejahtera, Maju, Mandiri, dan 

Berdaya saing Tahun 2021. 

Misi :1. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 

2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat 

3. Mewujudkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat untuk 

mencapai Kesejahteraan. 

Upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut tersebut didukung dengan 21 

program dan 52 kegiatan Dinas DPPKBPMD.Daft:ar Usulan program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 bisa 

dilihat pada daft:ar lampiran Tabel. 
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B. HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN 

RUMUSAN MASALAH 

Basil Penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bantul 

Daerah lstimewa, Y ogyakarta. 

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk cukup berjalan 

dengan baik di Kabupaten Bantul.Hal ini terlihat dari data Daftar Alokasi 

Kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih berupa rencana. · 

Disamping itu juga bisa dilihat dari Daftar Usulan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 .(bisa 

dilihat pada lampiran) dan juga seperti apa yang disampaikan oleh , Kepala 

Bidang Pengendalian Penduduk berikut ini: 

" ...... Yaa selama ini pelaksanaan dari Kebijakan Pengendalian 
Penduduk bisa dikatakan berjalan lancar dan bisa terlaksana sesuai 
dengan yang direncanakan baik waktu pelaksanaan maupun 
anggarannya". (hasil wawancara tanggal3 Maret 2017). 

Strategi atau cara yang ditempuh dalam Pengendalian Penduduk 

antara lain melalui beberapa kegiatan, antara lain : Bakti sosial Pelayanan KB, 

pemberian reward bagi Peserta KB MOP yang diampu oleh masing-masing 

seksi yaitu KIE pada PUS, Pembentukan Kelompok KB Pria yang 

bisamengakses Pinjaman Modal, Pembentukan Motivator KB Pria, 

Pembentukan Forum IMP Tingkat Kabupaten yang kegiatannya antara lain 

' 
ikut memberikap sosialisasi tentang manfaat ikut KB bagi PUS, mengunjungi 

PUS Unmetnee~. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kasi Pelayanan 

Keluarga Beren~ana pada Bidang keluarga Berencana, di bawah ini : 
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" ..... kegiatan yang termasuk dalam kebijakan Pengendalian Penduduk 
di sini antara lain KIE kepada PUS terutama yang belum ikut KB mbak, 
juga ada !Kegiatan bakti sosial untuk menjaring peserta KB Barn 
bekerjasama dengan Bidan dan tempat pelayanan KB baik di Rumah 

I 

Sakit mau{mn tempat Bidan Praktek swasta. Kegiatan yang lain yaitu 
KIE tentarig KB Pria yang juga rnelibatkan motivator KB Pria yang ada 
di Kabupaten Bantul ini. Oiya untuk meningkatkan peserta KB Pria ada 
semacam reward bagi peserta KB Pria dengan metode Operasi Pria 
yaitu reward berupa uang sejumlah satu juta rupiah bagi peserta MOP. 
Kalo sebelumnya reward ini berupa satu ekor kambing, tetapi mulai 
tahun 2016 diganti dengan uang satu juta itu". (wawancara tanggal 4 
Mei 2017) 

Jenis Kegiatan dalam lmplementasi Kebijakan Pengendalian 

Penduduk antara lain : 

a. KlE tentang Alat Kontrasepsi 

b. Pelayanan KB, bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) 

c. Pembinaan Peserta KB 

d. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

e. Bakti Sosial (Baksos) 

f. Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB 

g. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan KB 

h. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

i'. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR secara 

mandiri. 

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga 

Berencana, berikut ini : 

" ....... jeni~ kegiatan dalam kebij~an pengendalian penduduk ya 
diantaranya dengan kegiatan KIE tentang alkon, pelayanan KB 
kerjasama [deng~ beberapa rumah sakit seperti Griya Mahardika, dan 
RS DKT, J>embmaan Peserta KB, IMP, baksos, pembentukan Kampung 
KB, pembinaan peran sertamasyarakat agar bisa KB secara mandiri, 
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juga dengan melaksanakan kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan." 
(Hasil waWancara pada tanggal3 Maret 2017). 

Kebijakan tentang Pengendalian Penduduk ini di Kabupaten Bantul 

masih diperlukan. Seperti penuturan selaku Kepala Bidang Pengendalian 

Penduduk DPPKBPMD Kabupaten Bantul: 

" .... .iya Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk di Kabupaten 
Bantul m~sih sangat perlu, dan di sini yang telah dilaksanakan yaitu 
dengan bermacam kegiatan seperti KIE tentang alat kontrasepsi dan 
Pelayarian KB, terns yang program Keluarga Sejahtera seperti 
Pembinaan terhadap kelompok UPPKS, Kelompok Bina Keluarga, dan 
juga pembinaan terhadap kaderlnstitusi Masyarakat Pedesaan yang 
merupakan mitra kerja di tingkat bawah ". (Hasil wawancara tanggal 3 
Maret 2017). 

Pemahaman pemangku kebijakan tentang kebijakan Pengendalian 

Penduduk, tujuan dan sasarannya juga relative baik. Hal ini terlihat pada hasil 

wawancara di bawah ini : 

" ..... kebijakan Pengendalian Penduduk merupakan Pembangunan 
melalui program KB yang bertujuan menekan angka kelahiran secara 
serius guna mencegah terjadinya ledakan penduduk yang berdampak 
pada pembangunan secara keseluruhan" (Wawancara dengan Kabid 
KB, 3 Maret 2017) 

Hal ini juga diperkuat dengan pemyataan yang disampaikan oleh 

Koord PLKB Kecamatan Kasihan :. 

" ..... Kebijakan Pengendalian Penduduk Berkaitan dengan berbagai 
kegiatan 1,mtuk menekan angka pertumbuhan penduduk menjadi zero 
growth .(Wawancara Tanggal 30 Maret 2017) 

D_emikian juga pada pemyataan dari Koordinator PLKB Kecamatan 
I 

Pandak,: 

I 

" ... Kebij~kan Pengendalian Penduduk adalah Pembangunan 
Kependudukan melalui program KB yang bertujuan menekan angka 
kelahiran lsecara serius guna mencegah terjadinya ledakan penduduk 
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yang .berdampak pada pembangunan secara keseluruhan".(Wawancara 
Tanggal 3 April 20 17) 

Juga·bisa dilihat pada pemyataan dari I Penyuluh Keluarga Berencana 

kecamatan Piyungan di bawah ini : 

" ...... Kebijakan Pengendalian penduduk adalah rumusan kebijakan 
untuk membangun kesepahaman, sinergitas dan komitmen bersama 
dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada". (Wawancara 
Tanggal4 April2017). 

Menguatkan dengan pemyataan diatas yaitu pemyataan dari 

Koordinator PLKB Kecamatan Pleret tentang Kebijakan Pengendalian 

Penduduk: 

" .... Pembangunan yang berwawasan Kependudukan melalui program 
KB agar :dapat menekan kwantitas penduduk dan meningkatkan 
kwalitas penduduk (SDM) secara senus karena perkembangan 
penduduk akan mempengaruhi pada pembangunan lainnya. 
(Wawancara Tanggal 4 april 20 17) 

Juga bisa dilihat dari pemyataan PLKB Kecamatan Pleret berikut ini : 

" .... Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah Suatu kebijaksanaan 
pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menciptakan penduduk 
mempunya~ kwalitas SDM handal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
hidup tanpa mengantungkan pada pihak lain. (wawancara Tanggal 4 
April2017) 

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Kebijakan pengendalian Penduduk di Kabupaten Bantul sudah 

berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. 

Disamping progfam dengan sasaran PUS, terdapat juga Program dengan 
I 

sasaran remaja lfaitu Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang 
I 

Kesehatan reprdduksi Remaja dan Pencegahan Perkawinan Dini.Sesuai 

dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Tahun 
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2014-2019) yang menyebutykan bahwa BKKBN bertanggungjawab terhadap 

tercapainya . indikator Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK). Salah satu indikator dalam KKBPK yaitu 

indikator Usia Kawin Pertama (UKP). Tingginya angka pemikahan dini akan 

mempengaruhi angka Usia Kawin Pertama, ini. Berdasarkan hasil Pendataan 

Keluarga Tahun 2015 UKP kurang dari 21 Tahun masih cukup tinggi yaitu 

32.11 % dari total jumlah Pasangan Usia Subur.(BKKBN, 2016). ·Data 

tentang Usia Kawin Pertama ini lebih lengkapnya bisa di1ihat pada lembar 

lampiran Tabel tentan PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama hasil Pendataan 

Keluarga Tahun 2015. 

Tingginya UKP tentu saja merupakan akibat dari masih tingginya 

jumlah pemikahan . dibawah umur yang di rekomendasikan oleh BKKBN 

sesuai dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya 

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas 

penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi 

pembangunan dan ketahanan nasional. Sesuai denganUndang-undang tersebut 

yang menjadi lahan garapan BKKBN di tingkat pusat dan Propinsi serta 

SKPD KB di tingkat Kabupaten/Kota adalah pada Kuantitas dan Kualitas 

Penduduk. 

Sebagai . perwujudan dari amanat Undang-undang tersebut maka 

diwujudkan d~lam 
! 

' 

suatu Kebijakan yaitu Kebijakan Pengendalian 

Pertumbuhan Penduduk ini. Hal ini sesuai dengan forum ICPD (International · 

Conference on Population and Develop-ment) di Bangkok 11-17 Desember 
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2002, setiap negara tennasuk Indonesia harus mampu melahirkan kebijakan

kebijakan nasional. tentang kependudukart, terutama yang berkaitan dengan 

kesejahteraan penduduk yang mencakup pelayanan kesehatan, akses terhadap 

pendidikan, kesehatan reproduksi, menekan Angka Kematian Ibu (AKI), serta 

pencegahan dan penangailan penyakit menular. 

2. lmplementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di kabupaten 

Bantul daerah istimewa Y ogyakarta 

Disamping program dengan sasaran PUS, terdapat juga Program 

dengan sasaran remaja yaitu KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja dan 

Pencegahan Perkawinan Dini. Adapun program yang dilaksanakan selain 

dengan KIE ten tang alat kontrasepsi, juga dengan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan. 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai salah satu Program 

dalam Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul 

Daerah IstimewaYogyakarta. PendewasaanUsia Perkawinan (PUP) adalah 

upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai 

usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun 

bagi pria. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka. 

dianjurkan untuk penundaan kelahiran anak pertama. Dengan menunda usia 

perkawinan, diharapkan. para remaj a lebih siap dalam memasuki rumah 

tangga dan mempina keluarga yang lebih harmonis. 

Tujuan qari program Pendewasaan Usia perkawinan di Kabupaten 

bantul yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar 
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didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai 

aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, 

emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak 

kelahiran. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan 

kependudukan adalah Program Keluarga . Berencana yang bertujuan 

mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program 

PendewasaanUsia Perkawinan (PUP). Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan diperlukan karena · beberapa hal sebagai berikut: 

1) Semakin banyaknya kasus pemikahan usia dini; 

2) Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan; 

3) Banyaknya kasus pemikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan 

menyebabkan pertambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah 

sekitar 3,2 juta jiwa); 

4) Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah; 

5) Menikah dalam us1a muda menyebabkan keluarga senng tidak 

harmonis,sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan 

terhadap perceraian. 

Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan 

Kelembagaan Bidang Keluarga Berencana DPPKBPMD Kabupaten bantu! 

berikut ini : 

" .... Program Pendewasaan Usia perkawinan ini bertujuan untuk 
memberiRan pengertian kepada remaja agar mereka menikah pada usia 

I 

yang telah benar-benar siap seperti apa yang dianjurkan oleh BKKBN 
yaitu unhlk wanita tidak kurang dari 20 tahun dan untuk pria 24 atau 25 
tahun. Dk segi ekonomi juga apabila umur sudah siap maka mereka 
akan mutlah memenuhi kebutuhan rumah tangganya,sehingga tidak 
banyak 1llenimbulkan masalah. (wawancara pada tgl5 Mei 2017). 

I 
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Pemahaman Pelaksana Kebijakan terhadap Program Pendewasaan 

Usia Perkawinan ini juga baik, hal ini bisa dilihat dari pernyataan beberapa 

responden dari Pelaksana Kebijakan di lapangan di bawah ini: 

.... Tujuan dari Program PUP yaitu Menurunkan angka pernikahan dini. 
Kegiatannya Diskusi, Sosialisasi .Materi BKR dan PIK R, Triad KRR 
(wawancara dengan PLKB Kasihan, 3 Maret 2017) 

..... Pendewasaan Usia Perkawinan bermaksud menunda perkawinan 
usia bagi wanita tidak kurang dari 20 tahun dan pria tidak kurang dari 
25 tahun dengan harapan telah mampu/siap baik fisik maupun mental 
terlebih dahulu atau lebih mapan. (Wawancara dengari PLKB Imogiri, 
Maret 2017) · 

..... PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk 
meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapaiusia 
minimal 20 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi pria dan 
mengusahakan agar usia kehamilan pertama terjadi pada usia yang 
cukup dewasa. (Wawancara dengan PLKB Piyungan, April2017) 

. . . . . Tujuan PUP yaitu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran 
bagi remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat 
mempertimbangkan berbagai aspek misal aspek ekonomi, kesehatan, 
psikologi, pendidikan, kependudukan dan KB. (Wawancara dengan 
Koordinator PLKB Kecamatan Pleret 4 April2017) 

..... Tujuan dari Program PUP adalah :Meningkatkan Usia perkawinan 
laki-laki ~sia min 25 tahun dan perempuan Min 21 tahun ; 
Meningkatkan Pengetahuan dan pengalaman dalam rangka usaha untuk 
memperoleh pendapatan; Meningkatkan pengetahuan phiskis khususnya 
dalam menghadapi probelma dalam keluarga;Mempunyai pekerjaan 
yang mantap. Adapun Sasaran :Program PUP yaitu Keluarga yang 
punya anak remaja , termasuk remaja itu sendiri. (Wawancara dengan 
PLKB Kecamatan Pleret , 3 Maret 20 17) 

PUP merupakan program turunan dari Kebijakan Pengendalian 

Penduduk. Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat, khususnya 

masyarakat usi~ remaja. Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang 

dilaksanakan dil Kabupaten Bantul melalui beberapa kegiatan antara lain 

:GenRe (Genenisi Berencana), Pik Remaja, KIE Kesehatan Reproduksi dan 
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juga Bina Keluarga Remaja. KIE tentang PUP dan kesehatan reproduksi bagi 

rerriaja melalui Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK, dan MA), Pelatihan 

kader dan Pengelola Kelompok BKR, Pembagian Leaflet tentang 

Pendewasaan Usia Perkawinan, Siaran Radio dengan Tema Pendewasaan 

Usia Perkawinan dan Road show PUP bekerjasama dengan BPPM DIY. 

Khusus untuk kegiatan Road Show PUP ini baru dilaksanakan mulai 

tahun 2017 ini. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPPM ( 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) DIY. Kegiatan ini berupa 

sosialisasi tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan bagi 

masyarakat khusunya remaja. Kegiatan ini dinamakan Roadshow karena 

dilaksanakan marathon di semua Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa 

Yo gyakarta. 

Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan 

Bidang Keluarga Berencana DPPKBPMD berikut ini ·: 

" .... ya kegiatan ini bukan seperti roadshow arak-arakan keliling di 
jalan dengan iring-iringan kendaraan mbak, tapi semacam sosialisasi 
tentang Pendewasaan Usia perkawinan,seperti tentang kesehatan 
Reproduksi dengan sasaran remaja dan dinas instansi terkait" 
(wawancara tanggal5 Mei 2017) 

Dalam beberapa kegiatan · tersebut selalu diberikan materi tentang 

merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai 

minimal 20 tahuri untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan 

perencanaan dan persiapan kehidupan berumah tangga, kapan harus hamil, 
' 

berapa jarak kf)lahiran, dan bercita-cita untuk mewujudkan keluarga kecil 
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yang bahagia dan sejahtera, sehingga kelak menjadi keluarga yang berkualitas 

dan dapat mencegah ledakan penduduk di masa yang akan datang. 

Penundaan usia perkawinan juga secara langsung memberi dampak 

mempercepat penurunan tingkat kelahiran. Di sampirtg itu, pendewasaan usia 

perkawinan juga berdampak positif pada penurunan kematian ibu, anak, dan 

bayi karena pada saat melahirkan ibu lebih matang dan dewasa. 

PUP merupakan salah satu alternative Program dalam Kebijakan 

Pengendalian Penduduk karena di latar belakangi hal-hal oleh sebagai berikut 

a. Semakin banyaknya kasus pemikahan usia dini 

b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan 

c. Banyaknya kasus pemikahan usia dini dan kehamilan tidak 

diinginkan menyebabkan pertambahan penduduk makin cepat (setiap 

tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa). 

d. Pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah 

e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga senng tidak 

harmonis, sering cekcok, teljadi perselingkuhan, teljadi KDRT, rentan 

terhadap Perceraian. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksana 

Kebijakan di Kabupaten Bantul mempunyai pemahaman yang baik terhadap 

tujuan dari program PUP ini. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara dan 

pengisian jawaoan pada kuis pertanyaan yang penulis sampaikan kepada 

respond en. J awdban tersebut pada intinya adalah sebagai berikut : PUP ini 

I 

mempunyai tujuan Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar 
I 
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didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai 

aspek berkaitan dengan . kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, 

mental,emosional, pendidikan, social ekonomi serta menetukan jumlah dan 

jarak kelahiran. 

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program PUP di 

Kabupaten Bantul diantaranya dengan mengadakan KIE ditingkat lini 

lapangan melalui pertemuan rutin, siaran di Bantul Radio dengan tema PUP, 

road show PUP bekeljasama. dengan BPPM (Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Masyarakat) DIY: (Disampaikan oleh Kabid KB dan 

dokumen kegiatan, serta hasil observasi kegiatan) 

Strategi yang lain yaitu dengan meningkatkan kualitas kegiatan BKR, 

PIK Remaja dan KIE Kesehatan Reproduksi Sehat dengan sasaran Remaja 

baik melalui jalur masyarakat maupun jalur .Sekolah. Upaya Peningkatan 

kualitas kegiatan tersebut diantaranya melalu pelatihan bagi kader BKR dan 

juga PIK Remaja yang dilaksanakan oleh DPPKBPMD.(disampaikan oleh 

Kabid Pengendalian Pendudukdan dari dokumen kegiatan dan hasil observasi 

saat berlangsungnya kegiatan). 

Kegiatan yang lain yaitu bekelja sama dengan dinas instansi terkait 

seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag dan dinas pendidikan Kabupaten 

Bantul, Perwakilan BKKBN DIY dan BPPM DIY. 
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3. Hambatan dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengendalian 

i 

Penduduk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di 

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

Dalam pelaksanaan Kebijakan tentu saja tidak lepas dari adanya 

hambatan dan kendala yang tidak bisa dihindarkan.Demikian juga dalam 

hnplementasi Program PUP di kabupaten Bantul ini ada beberapa hal yang 

menjadi hambatan dan kendala yang merupakan faktor penghambat dalam 

pencapaian tujuan program. 

Hambatan dan kendala tersebut antara lain : 

a. Keterbatasan anggaran dan SDM, persepsi pemahaman yang belum 

sepaham dengan juknis PUP. 

b. K~:~rangnya sumberdaya baik dalam pendanaan maupun sumberdaya 

man usia. 

Hal tersebut bisa dilihat dari pemyataan dari ,Kepala Bidang Keluarga 

Berencana berikut ini : 

" .... Hambatan dari Faktor Internal yaitu keterbatasan anggaran dan 
SDM, sedangkan Faktor Ekstemal yaitu persepsi pemahaman yang 
belum sepaham deJ}ganjuknis PUP. (wawancara tanggal3 Maret 2017) 

Hambatan dan Kendala dalam Implementasi PUP ini juga terdapat pada 

· sasaran Program.Seperti dalam kegiatan PIK Remaja dengan basis sekolah, 

apabila pendidiksebaya dan konselorsebaya telah lulus dari sekolah tersebut, 

maka pada kel9mpok Pik R tersebut tidak lagi mempunyai pendidiksebaya 

dan konselorse~aya apabila. tidak ada pelatihan dari pemerintah. Hal ini 

seperti disamp~ikan oleh Guru Pembina PIK R Bhuma SMAN 1 Pleret di 

bawah ini: 
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" ....... kendala yang ada pada kegiatan PIK R dari segi SDMnya yaitu 
tidak adanra regenerasi bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bu, 
karena setelah mereka lulus tidak langsung ada penggantinya terutama 
yang sudah ikut pelatihan". (Hasil Wawancara tanggal19 April2017) 

Dalam hal frekuensi kegiatan PIK Remaja di sekolah juga belum bisa rutin 

dan teljadwal dengan teratur. Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya 

apabila ada undangan dari pemerintah unutk mengikuti kegiatan di tingkat 

kabupaten.Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Pembimbing PIK R 

Bhuma SMAN 1 Pleret : 

" ...... Kegiatan Pik R disini masih insidental apabila ada undangan dari 
pemerintah atau kegiatan pada event tertentu saja". (Hasil wawancara 
tangga119 April2017) 

Anggota yang memanfaatkan konseling dengan konselor sebaya di kelompok 

PIK Remaja juga masih sedikit, mereka cenderung memilih guru Bimbingan 

Konseling yang sekaligus pembimbing dalam kegiatan PIK Remaja di 

sekolah tersebut sebagai tempat menyampaiakan permasalahan yang mereka 

hadapi. Hal ini seperti .apa yang disampaikan oleh guru pembimbing PIK 

Remaja Bhuma SMA N 1 Pleret berikut ini : 

" ........ kebanyakan siswa disini masih agak malu dan sungkan untuk 
konsultasi pada forum Pik Remaja, mereka lebih senang konsultasi 
dengan guru BK, mungkin karena malu atau khawatir kalo masalah 
yang dihadapi akan diketahui oleh ternan-ternan yang lainnya bu," 
(Hasil Wawancara tanggal 19 April 20 17) 

Pada kegiatan KIE dengan materi Kesehatan Reproduksi remaja dan 

bahaya menikahJ di usia muda juga masih banyak remaja sebagai sasaran 
i 

kegiatan merasa balu dan sungkan untuk bertanya kepada nara sumber. Ada 

sebagian dari mdreka mengajukan pertanyaan melalui telepon setelah selesai 
I 

kegiatan KIE itersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak 
I 
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SuryadiRahmjo: selaku nara sumber pada beberapa kegiatan KIE yang 

dilaksanakan di sekolah tingkat SLTA di kabupaten Bantul. Seperti yang 

teJ.jadi pada saat dilaksanakan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan 

bahaya Nikah Di usia Dini di SMAN 1 Piyungan, mereka antusias untuk 

mengikuti kegiatan KIE ini tetapi setelah dibuka forum Tanya jawab, tidak 

ada satupun siswa yang bertanya (Basil observasi pada kegiatan KIE 

Kesehatan Reproduksi dan Bahaya Nikah Dini di SMAN 1 Piyungan tanggal 

24 April 201 7) 

Hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan program PUP yang 

disampaikan oleh PLKB selaku pelaksana Kebijakan!Program di Lini 

lapangan (Kecamatan dan Desa) antara lain: 

· a. UU yang masih membolehkan usia 16 tahun untuk menikah 

b. Peran orang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anaknya 

tentang reproduksi belum semua melakukan (tabu) 

c. Pergaulan dalam mengakses sosial media. 

b. Masih ad~ perkawinan dibawah 20 tahun Kendala yang lain yaitu : 

c. Ada yaitu kesadaran sasaran (remaja dan Ortu) belum seluruhnya 

timbul, terbatasnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran. 

d. Pemahaman Materi Program Pendewasaanusia Perkawinan masih 

kurang. 

e. Perkumpulan yang ada ditingkat Dusun/R T yang dibahas cenderung 

kebutuhJ sosial masyarakat dan sekilas info dari pemerintah. 
I 

f. Perkumpu~an lebih disibukan dengan arisan, simpan pinjam. 
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Hal tersebut bisa dilihat pada apa yang disampaikan oleh Penyuluh 

Keluarga Berencana Kecamatan Pleret berikut ini : 

"0 00 000 yang menjadi hambatan dan kendala ya seperti kelompok PIK R 
dan BKR belum beljalan sesuai dengan yang diharapkan,baikrutinitas 
kegiatan maupun kualitas dari kegiatan tersebut".(Wawancara tanggal 5 
Mei 2017) 

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam 

.pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul terdapat beberapa 

hambatan dan kendala yang merupakan faktor penghambat dalani pencapaian 

tujuan program. 

Hambatan dan keridala tersebut antara lain : 

a. Keterbatasan anggaran dan SDM, persepsi pemahaman yang belum 

sepaham dengan juknis PUP. 

b. Kurangnya sumberdaya baik dalam pendanaan maupun sumberdaya 

man usia. 

c. Sasaran Kebijakan yang masih belum memahami tentang manfaat dari 

kebijakan. 

4. Kebljakan yang Pernah Digunakan untuk Mengatasi Kendala dan 

Hambatan dalam Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta · 

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program 

PUP tersebut selama ini berusaha diminimalisir dengan beberapa usaha 

antara lain : 
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a. Selalu kerjasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pada 

masyarakat. 

b. Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan 

rutin, advokasi ke Pemdes, dukungan anggaran APBDes. 

c. Peningkatan Pemahaman tentang pendewasaanUsia Perkawinan pada 

tokoh masyarakat baik formal maupun non formal. 

d. Meningkatan Pengetahuan kader BKR tentang materi BKR. 

e. Menghidupkan kelompok BKR. 

f. Memasukkan materi program PUP sedikit demi sedikit pada pertemuan 

ditingkat Dusun/RT. 

g. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran karena sifat remaja 

yang tertutup dan malu untuk curhat ke tenaga kesehatan maka 

dilakukan Upaya membuka akses melalui Sosial Media (W A, FB,Line, 

dll) · yang lebih . memungkinkan sasaran untuk curhat ke tenaga 

kesehatan . Hal ini seperti yang disampaikan Bagian Kesmas dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bantu! berikut ini: 

" ...... untuk ·mengatasi rasa malu dan sungkan dari remaja ya dengan 
dibukanya akses melalui telpon, sms dan media social bu, seperti 
Watshap, Face book, Line, dan sebagainya dan temyata dengan media 
itu banyak remaja yang meresponnya.;'(Hasil wawancara tanggal 17. 
April2017) 

Pemyataan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Pengendalian penduduk berikut ini : 

" ....... biasanya remaja masih malu-malu untuk bertanya di dalam 
forum KIE mbak, tetapi diluar forum mereka banyak yang mengajukan 
pertanyaan baik melalui telepon maupun sms dan W A pada kami ". 
(Hasil wawancara Tanggal.3.April2017). 
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Untuk melengkapi data dari hasil wawancara penulis juga melakukan 

observasi pada beberapa kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan ini. Selain itu juga dengan melihat data 

dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengendalian 

Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini. 

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

untuk mengatasi hambatan dan kendala dari Implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul telah dilakukan dengan 

beberapa cara baik melalui pelaksana kegiatan ataupun sarana dan pra sarana 

yang lebih lengkap dan mudah diakses oleh sasaran Kebijakan/program. 

5. Tingkat efektifitas Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi Kendala 

dan Hambatan dalam Implementasi Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala 

yang ada dalam Implementasi Program PUP selama ini cukup efektif.Dengan 

membuka kesempatan untuk bertanya melalui telepon atau media online 

terbukti cukup efektif dan efisien untuk kegiatan KIE PUP ini. 

Dengan memasukkan materi .PUP pada pertemuan yang melibatkan 

anggota masyarakat seperti PKK mulai da?- tingkat RT, dusun, Desa, sampai 

tingkat Kabupaten terbukti bisa memperluas jangkauan sasaran untuk 

menyapaikan isi pesan dari program PUP ini. 

Dengan mengadakan pelatihan bagi kader dan pengelola Kelompok 

BKR dan PIK remaja terbukti bisa meningkatkan kompetensi mereka pada 
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kegiatan yang ada pada Program PUP. Dengan melakukan pendekatan pada 

tokoh formal dan informal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, guru 

terbukti efektif dan efisien untk implementasi program PUP ini karena mereka 

adalah key person yang menjadi panutan masyarakat pada umumnya dan 

remaja pada khususnya. 

Untuk memperluas jangkauan sasaran informasi tentang PUP dengan 

menyebar brosur dan leaflet terbukti cukup efektif dan efisien untuk 

menambah pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi dan bahaya 

atau efek negative dari pernikahan dini. Seperti yang disampaikan oleh 

Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berikut ini: 

" .. .itu mbak di rak ban yak leaflet baik ten tang Kesehatan Reproduksi 
maupun yang lainnya, itu kami bagikan pada masyarakat baik secara 
langsung maupun melalui PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan" 
(wawancara tgl4 Mei 2017). 

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama 

m1 cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dan kendala · dalam 

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui program 

Pendewasaan Usia Perkawinaan di Kabupaten Bantul cukup efektif untuk 

mempermudah pencapaian tujuan dari Kebijakan tersebut. 

. 6. Kebijakan yang Sebaiknya Digunakan Untuk Mengatasi Kendala dan 

Hambatan dalam lmplementasi Program PendewasaanUsia Perkawinan 

di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

Untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada dalam implementasi 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul Daerah 

Istimewa Y ogyakarta selain melanjutkan upaya yang telah ditempuh selama 
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ini seperti SosialisasiPendewasaan Usia Perkawinan melalui penyuluhan, 

Mengaktifkan Kegiatan Kelompok Bina Keluarga remaja, Genre dan Pik 

remajaserta di tambah dengan kegiatan antara lain: 

a. Rencana perluasan j angkauan sasaran KIE PUP dengan materi 

kesehatan reproduksi remaja dan bahaya menikah diusia muda. Kalau 

sebelumnya sasaran hanya pada siswa tingkat SLTA, maka untuk yang 

akan datang di tambah dengan siswa tingkat SLTP. Mengapa demikian? 

Hal tersebut dengan alasan bahwa usia pada tingkat SLTP yaitu antara 

12 tahun sampai dengan 15 tahun sudah masuk dalam kategori usia 

remaja, dimana pada usia tersebut sudah rentan terhadap pengaruh 

pergaulan yang mengarah kepada hubungan lawan jenis. Seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian penduduk berikut ini : 

" ...... untuk saat ini sasaran KIE tentang PendewasaanUsia 
Perkawinan seba.tas pada remaja usia SMA, tetapi rencana kami 
juga akan menyasar remaja usia SMP, mungkin untuk tahun 2018 
nanti mbak ". (hasil wawancara tanggal4 Mei 2017). 

Sebenamya pemberian KIE tentang Kesehatan Reproduksi remaja 

dan bahaya menikah di Usia Dini pemah juga dilaksanakan dengan 

sasaran anak sekolah tingkat SLTP beberapa tahun yang lalu, tetapi 

tanggapan mereka kurang antusias dan masih kelihatan asing dengan 

materi yang disampaikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Kasi KIE, 

Advokasi dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPMD, 

berikut ini: 

" ...... dulu itu pemah juga menyasar anak usia SMP mbak, tetapi 
kelihatan kalo mereka itu masih sangat asing dengan materi yang 
disampaikan dan waktu diadakan dialog tidak begitu nyambung, 
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. kemudian untuk tahun berikutnya yang sasaran anak usia SMP 
kami hentikan dan hanya pada anak usia SMA saja. Tetapi 
kelihatannya sekarang ini memang perlu untuk kembali menambah 
sasaran pada remaja usia SMP itu, dengan makin meningkatnya 
angka pemikahan dini, seperti banyaknya anak yang belum lulus 
SMP sudah hamil sehingga terpaksa menikah di usia muda ". 
(wawancara pada tanggal5 Mei 2017). 

b. Menambah kuantitas dan kualitas pelaksana prograni baik yang berada 

di kantor maupun petugas lapangan, diantaranya dengan mengadakan 

pelatihan bagi provider sehingga tujuan program bisa tercapai dengan 

adanya implementor yang memadai baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga 

Berencana DPPKBPMD berikut ini : 

" ....... saat ini memang tenaga yang bertugas untuk menyampaiakn 
materi tentang pendewasaan Usia Perkawinan seperti Kesehatan 
Reproduksi Remaja masih sangat terbatas baik darisegi kualitas 
maupun kuantitas, kami merencanakan untuk mengadakan 
pelatihan bagi petugas terutama petugas lapangan mbak ". (hasil 
wawancara tanggal4 Mei 2017). 

c. Membuat usulan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk 

kegiatan yang be.rkaitan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini 

. sehingga bisa mencukupi kebutuhan baik sarana maupun prasarana yang 

diperlukan. 

Anggaran yang selama ini tersedia · untuk kegiatan Bidang KB/KS 

khususnya kegiatan yang berkaitan dengan Program PendewasaanUsia 

Perkawinan masih sangat terbatas, untuk itu pada tahun anggaran berikutnya 

diupayakan unuk menambah usulan Anggaran untuk kegiatan ini. 

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh beberapa pengampu 

kegiatan ini, salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga 

Berencana DPPKBPMD, berikut ini : 

~----------------------------------------------------------------------------
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" untuk anggaran kegiatan KB/KS saat ini memang kecil 
apalagi setelah digabung dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, kelihatan kalo hanya sekian persennya saja dari anggaran 
untuk bidang PMD, makanya rencana akan menambah usulan 
anggaran pada Progtram KB/KS pada umumnya dan program PUP 
pada khususnya" (wawancara dengan Kepala Bidang pengendalian 
Penduduk tanggal 4 Mei 20 17) 

Dari hasil wawancara tersebut d~ atas dapat disimpulkan bahwa langkah 

yang sebaikya diambil untuk mengatasi hambatan dan kendala implementasi 

program pendewasaan usia perkawinan antara lain bisa ditempuh dengan cara 

perluasan jangkauan sasaran KIE PUP dengan inateri kesehatan reproduksi 

remaja dan bahaya menikah diusia muda, mengadakan pelatihan bagi provider 

sehingga tujuan program bisa tercapai dengan adanya implementor yang 

memadai baik dari segi kuantitas malipun kualitasnya, Membuat usulan 

anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya. 

C. Analisis Tambahan Berdasarkan Dimensi Yang Mempengaruhi 
lmplementasi Kebijakan dan Teori lmplementasi Kebijakan 

Berdasarkan dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

Implementasi Program PUP dalam penelitian ini bisa dilakukan analisis 

sesuai dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 

berdasarkan Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn 

sebagai berikut : 

1. Dimensi Kejelasan tujuan~dan sasaran kebijakan 

Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan di kabupaten Bantul ini mempunyai tujuan dan sasaran 

Kebijakan yang jelas. Dimensi ini didasarkan pada kepentingan utama 

terhadap terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kinerja 
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implementasi kebijakan atau program. Dalam implementasi kebijakan yang 

bertujuan untuk mengubah perilaku individu yang berkaitan dengan nilai 

dan kepercayaan akan berbeda tingkat kesulitan terutama hambatan dan 

kendalanya dengan Implementasi Kebijakan yang tidak berkaitan dengan 

perubahan perilaku. yang menyangkut tentang nilai kepercayaan individu. 

Implementasi Kebijakan PUP ini mempunyai tujuan untuk mengubah 

perilaku individu yang berkaitan dengan nilai individu dimasyarakat. 

Hal tersebut di atas . sesuai dengan _pernyataan Van Meter dan Van Horn 

dalam _Winarno (2016 : 149) bahwa pemahaman tentang tujuan umum 

inaupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu 

hal yang penting. Menjadi hal yang sangat penting untuk member perhatian 

pada kejelasan ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi. Ukuran atau 

standar kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar 

dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas. Van Meter Van Horn 

menyatakan bahwa prospek-prospek tentang implementasi kebijakan yang 

efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang 

dinyatakan, dan oleh ketepatan serta konsistensi dalam mengkomunikasikan 

ukur~n-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. 

2. Dimensi Sumber Daya 

Dimensi yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi 

Kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya dalam implementasi kebijakan 

menurut Edwards, terbagi menjadi sumber daya manusia (pelaksanan 

kebijakan) dan sumber daya financial . 
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Berdasarkan dimensi sumber daya dalam penelitian ini diperoleh 

temuan bahwa Implementasi PUP ini tentu saja tidak akan berhasil dengan 

baik bila tidak didukung oleh sumberdaya baik secara finansial maupun 

dalam Sumberdaya Manusia sebagai pelaksana Kebijakan. 

Dalam hal sumberdaya manusia Implementasi Kebijakan Pengendalian 

Penduduk melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut 

DPPKBPMD memerlukan dukungan demi keberhasilan dengan 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan serta tenaga .perencana yang mampu menyusun rencana 

kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan 

mampu melaksanakan secara profesional. 

b. Untuk penyebarluasan informasi mengenai materi dalam program 

- Pendewasaan Usia Perkawinan pada sasaran diperlukan tenaga fasilitator 

dan tenaga penyuluh . yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat/sasaran program. 

c. Efektifnya implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui 

Program PendewasaanUsia Perkawinan sangat ditentukan oleh · peran 

semua stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan 

sosialisasi program. 

Jika dikaitkan dengan teori Implementasi dari Edwards ( dalam Winarno, 

2016: 161) .mengenai sumberdaya manusia menyatakan bahwa meskipun 

adanya keterbatasan jumlah tenaga pelaksanan kebijakan dapat menimbulkan 

permasalahan atau menjadi kendala, namun jumlah tidak selalu mempunyai 
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efek positifbagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah tenaga 

pelaksana yang cukup tidak secara otomatis berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan implementasi kebijaka. Faktor yang lebih penting adalah terletak 

pada kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana itu sendiri. Dengan 

demikian dalam melaksanakan sebuah kebijakan,tidaklah cukup hanya 

dengan jumlah pelaksanan yang memadai untuk Il!elaksanakan suatu 

kebijakan, namun para pelaksana juga harus memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekeijaan. 

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana program diimplementasikan 

mempunyai konsekuensi secara langsung. Pertama, beberapa tanggungjawab 

secara sungguh-sungguh tidak akan dipenuhi oleh waktunya, dan kedua, 

ketidakefisienan. Kekurangan informasi juga dapat menyebabkan sebuah 

kebijakan !idak pemah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Dari aspek sumber daya finansial implementasi Kebijakan Pengendalian 

Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini memerlukan 

dukungan dana yang memadai untuk mempercepat capaian tujuan program. 

Selama ini dukungan dana yang diberikan untuk Program ini termasuk kecil 

dibandingkan dengan jumlah dana untuk program yang lain di lingkungan 

dinas PPKBPMD. Termasuk sumberdaya finansial ini di dalamnya adalah 

. fasilitas yang tersedia untuk implementasi kebijakan. 

Menurut Van Meter Van Hom (dalam Winamo, 2016: 153) kaitannya dengan 

dimensi sumber daya ini, implementasi kebijakan yang berhasil juga 

merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksanan untuk melakukan 

apa yang diharapkan untuk dikeijakan. Kemampuan mengimplementasikan 
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Kebijakan mungkin dihambat oleh factor-faktor sepeti staf yang kurang 

terlatih dan beban kelja yang over load, informasi yang tidak memadai, dan 

sumber-sumber dana financial atau adanya hambatan waktu yang terbatas. 

3. Dimensi Disposisi I Sikap Pelaksana Kebij akan 

Faktor ketiga yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan adalah 

disposisi atau sikap para pelaksana. Terkait dengan ·sikap dan dukungan dari 

pelaksana dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kebijakan Pengendalian 

Penduduk memalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten 

Bantul, Para Pelaksana Kebijakan (implementor) yang bertugas mein.berikan 

penyuluhan untuk mengubah perilaku yang_ erat hubungannnya dengan nilai 

kepercayaan masyarakat akan berbenturan dengan individu yang mempunyai 

pemahaman yang tidak pro akif terhadap program PUP. Oleh karena itu 

program ini akan menjadi sulit diimplementasikan apabila personel yang 

ditugaskan atau individu yang terlibat dalam program PUP .ini mempunyai 

prinsip nilai yang 'bisa menjadi hambatan dan kendala dalam implementasi 

program PUP ini. 

Hal tersebuat di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ed:wards 

(dalam Winarno:170) yang mengatakan bahwa jika para pelaksana bersikap 

baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti mereka pro aktif 

terhadap suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan 

kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputrusan awal. 

Demikian pula sebaliknya jika sikap para pelalksana kebijakan berbeda 

dengan para perumus kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan 
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menjadi sulit. Sebagai jaminan pelaksanaan kebijakan yang efektif idealnya 

harus adadukungan dari semua pelaksana. Ketika para pelaksana tidak secara 

utuh mendukung kebijakan yang dijalankannya maka dapat menghambat 

keberhasilan implementasi. Hambatan-hambatan itu dapat berupa keadaan 

yang sangat kompleks, seperti hila para pelaksana menangguhkan 

pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui dalam rencananya untuk 

meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain 

yang berbeda. Di samping itu, para pelaksana mungkin m~nghindari dampak 

sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan meinandang secara selektif 

persyaratan-persyaratan dan mengabaikan sebagian persyaratan yang 

bertentangan dengan pandangan mereka. 

Van Meter dan Van Hom (dalam Winamo, 2016 : 149) juga menyatakn hal 

yang sejalan dengan Edward bahwa arah kecenderungan-kecenderungan 

pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan 

suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam 

melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak 

tujuan-tujuan yang terkandring dalam kebijakan-kebijakan tersebut. 

Begitujuga sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan

tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan 

akan menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van 

Meter Van Hom, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan 

ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi 

kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi~pribadi para 
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pelaksana kebijakan, kesetian-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan 

kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang 

lebih disenangi. 

4. Dimensi Hubungan antar Organisasi 

Keberhasilan Implementasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan Organisasi 

atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan dengan mekanisme penyampaian (delivery mechanism) yang telah 

ditentukan. Kemampuan Agen Pelaksana (implementing agency) dalam 

menjalankan tugas dan perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi · 

yang menaunginya. Kapasitas organisasi tersebut meliputi ketepatan struktur, 

jUm.lah dan kualitas Sumber daya Manusia yang .dimiliki, business process 

yang dirancang untuk menjalankan peran yang harus diemban oleh organisasi. 

Dalam hal ini DPPKBPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah pengemban 

amanah dari Pemerintah Kabupaten bantul dengan struktur organisasi yang 

ada sekarang ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang 

telah ditentukan. 

Hubungan internal antar bidang dalam organisasi terutama dalam 

kaitannya deilgan lmplementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui 

Prograni PendewasaanUsia Perkawinan berlangsung secara hamonis dan 

saling mendukung. Demikian juga dalam menjalin hubungan dengan 

organisasi perangkat daerah yang lain baik di tingkat kabupaten Bantul 

maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah di Tingkat Propinsi. Sinergitas 

tersebut antara lain dengan seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag, 
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Sekolah Menengah Atas , BKKBN Perwakilan DIY, serta Badan 

Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta 

semuanya berjalan dengan baik dengan hubungan mutualisme atau saling 

menguntungkan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Edwards (dalam Winarno,2016), ada dua karakteristik utama dari 

organisasi atau birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi atau kesulitan dalam 

I 
I berkoordinasi dengan organisasi lain. 

Dalam penelitian ini dalam implementasi Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan belum terdapat SOP yang jelas. Sedangkan untuk koordinasi 

dengan organisasi perangkat daerah yang lain tidak mengalami kesulitan yang 

berarti. 

Menurut Edward, SOP (Standard Operating Procedure) merupakan salah 

satu dari aspek-aspek structural paling dasar suatu organisasi. Dengan 

menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang 

tersedia.Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para 

pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP 

yang tidak sesuai dengan cara-cara kerja barn atau tipe-tipe persinel barn 

dapat menjadi kendala Implementasi Kebijakan. 

5. Dimensi Karakteristik Pelaksa_na Kebijakan 

Berkaitan dengan Pelai<:sana Kebijakan oleh Pejabat Fugsional yaitu PLKB 

yang merupakan pelaksana Kebijakan yang langsung berhubringan dengan 

sasaran kebijakan atau sering dikatakan sebagai birokrasi garda depan yang 

dalam study Implementasi sering disebut dengan istilahfi·ontline bureaucrtas 
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atau street-level-bureucrats. PLKB merupakan SDM di DPPKBPMD yang 

secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan 

seperti melakukan sosialisasi dan mendistribusikan keluaran kebijakan kepada 

kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh 

kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai.Oleh 

karena itu penting kiranya mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan 

kompetensi PLKB sebagai SDM yang menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan Implementasi Program dalam memperoleh hasil sesuai dengan 

tujuan Kebijakan. 

Dalam menjalankan tugasnya peran PLKB menjadi sangat penting 

karena berbagai tantangan yang harus mereka hadapi.Pertama sebagai petugas 

. yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran maka mereka sering 

dihadapkan pada situasi yang tidak menentu dan kompleks (Lipsky, 

. 1980:3).Kedua, merekaberperan dalam melakukan interpretasi secara 

langsung atas tujuan kebijakan di lapangan, hal ini akanmenetukan kegagalan 

dan keberhasilan program. Ketiga, mengelola kompleksitas alur informasi, 

baik dari atas ke bawah (pemerintah ke kelompok sasaran) maupun 

sebaliknya (Kim, 2010:14).Keempat, menjalankan peran dalam melakukan 

koordinasi agar hubungan antar berbagai lembaga yang terlibat dalam 

implementasi dapat terkelola dengan baik (O'Toole &Montjoy, 1984). 

Oleh karena itu program m1 akan menjadi sulit untuk 

diimplementasikan apabila para personel atau pelaksana kebijakan dan para · 

sasaran program tidak mempunyai pola pikir yang mendukung program PUP 

ini. 
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6. Dimensi Sosial Masyarakat 

Berkaitan dengan dimensi Sosial Masyarakat, agar Implementasi suatu 

kebijakan memperoleh hasil yang optimal maka masyarakat sasaran program 

perlu mendapat informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Hal tersebut akan sangat menentukan apakah kelompok 

sasaran memberikan dukungan atau justru menolak kebijakan atau program 

yang akan diimplementasikan. Adanya dukungan kelompok sasaran terhadap 

suatu kebijakan atau program yang akandiimplementasikan merupakan 

jaminan awal bahwa implementasi akan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini 

sesuai dengan teori dari Van Hom dan Van Meter (Purwanto EA dan 

sulistyastuti, DR) yang menyatakan menyatakan bahwaseorang implementor 

kebijakan seringkali harus bekerja dalam situasi yang kompleks dan penuh 

dengan ketldakpastian akibat tidak jelasnya rumusan tentang tujuan kebijakan 

yang harus mereka capai. 

Berkaitan dengan pola pikir masyarakat tentu saja merupakan masalah 

yang tidak sederhana atau rumit jika dibandingkan dengan program 

pemerintah yang tujuannya lebih sederhana dan hanya mumi pada perilaku 

yang tidak berhubungan dengan nilai kepercayaan masyarakat, misalnya 

program konversi minyak tanah ke gas. Berkaitan dengan personel, untuk 

program konversi minyak tanah maka tentu saja lebih mudah. Siapapun 

personel yang diberi tugas dalam implementasi program tersebut tidak akan 

timbul konflik nilai di dalam diri petugas yang ditunjuk. Mereka akan dengan 
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mudah memberi keyakinan pada sasaran program tentang keuntungan dan 

segi positif dari program tersebut tanpa dibebani dengan perasaan bersalah. 

Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada program pendewasaan Usia 

Perkawinan yang bertujuan untuk melakukan perubahan tentang nilai-nilai 

dan kepercayaan tentang pemikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan 

ini. Seperti misalnya pada lingkungan Pesantren yang berkeyakinan bahwa 

asalkan sudah mencapai usia akil balik, maka perkawinan itu tidak dilarang 

bahkan dianjurkan oleh Agama untuk menghindari terjadinya zina. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan ini mempunyai tujuan dan sasaran Kebijakan yangjelas. 

Dalam implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku 

individu yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan akan berb~da tingkat 

kesulitan terutama hambatan dan kendalanya dengan Implementasi Kebijakan yang 

tidak berkaitan dengan perubahan perilaku yang menyangkut tentang nilai 

kepercayaan individu. Implementasi Kebijakan PUP ini mempunyai tujuan untuk 

mengubah perilaku individu yang berkaitan dengan nilai individu dimasyarakat. 

Para implementor yang bertugas memberikan penyuluhan untuk mengubah 

perilaku yang erat hubungannnya dengan nilai kepercayaan masyanikat akan 

berbenturan dengan individu yang mempunyai pemahaman yang tidak pro akitf 

terhadap program PUP. Oleh karena itu program ini akan menjadi sulit 

diimplementasikan ·apabila personel yang ditugaskan atau individu yang terlibat 

dalam program PUP ini mempunyai prinsip nilai yang bisa menjadi hambatan dan 

kendala dalam implementasi program PUP ini. 

Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan bahwa Implementasi PUP ini tentu 

saja tidak akan berhasil dengan baik bila tidak didukung oleh sumberdaya baik 

secara fmansial maupun dalam Sumberdaya Manusia yang kompeten sebagai 

pelaksana kebijakan atau program yang langsung berhubungan dengan sasaran 
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program, seperti Penyuluh Keluarga Berencana. Hal ini merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan Implementasi _Kebijakan atau Program dalam 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan Kebijakan. 

2. Tingkat efektifitas implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat ditentukan oleh peran semua stake 

holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan sosialisasi program. Hal ini 

dilakukan dengan bersinergi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Kantor 

Kemenag, Sekolah Menengah Atas yang semuanya berjalan dengan baik dengan 

hubungan mutualisme atau saling menguntungkan. 

3. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk cukup berjalan dengan baik di 

Kabupaten Bantul, walaupun masih banyak memerlukan pembenahan di sana sini, 

diantamya dalam hal Sumber Dana dan SDM .. 

4. Implementasi Program Pendewasaim Usia Perkawinan dalam mengendalikan 

pertun1buhan Penduduk di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta masih 

kurang optimal. Hal ini terlihat dari Semakin banyaknya kasus pemikahan usia 

dini (dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat); banyaknya kasus 

kehamilan tidak diinginkan; Banyaknya kasus pemikahan usia dini dan kehamilan 

tidak diingillkan menyebabkan pertambahan penduduk makin meningkat.; Masih 

perlunya penambahan Sasaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan terutama 

yang melalui jalur Sekolah. 

5. Pelaksana Kebijakan di Kabupaten Bantu! mempunyai pemahaman yang baik 

terhadap tujuan dari program PUP ini. 
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6. Masih adanya hambatan Dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan 

Pengendalian Penduduk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di 

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Y ogyakarta Antara lain : Keterbatasan 

anggaran dan SDM. Kendala yang lain yaitu dalam hal frekuensi kegiatan Pik 

_Remaja di sekolah juga belum bisa rutin dan teijadwal dengan teratur. Kegiatan 

yang dilakukan selama ini hanya apabila ada undangan dari pemerintah unutk 

mengikuti kegiatan di -tingkat kabupaten. Anggota yang memanfaatkan konseling 

dengan konselor sebaya di kelompok PIK Remaja juga masih sedikit. 

7. Pada kegiatan KlE dengan materi Kesehatan Reproduksi remaja dan bahaya 

menikah di usia muda juga masih ban yak remaj a sebagai sasaran kegiatan merasa 

_ malu dan sungkan untuk bertanya kepada nara sumber. 

8. Kebijakan yang pemah digunakan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam 

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul 

Daerah Istimewa Y ogyakarta antara lain : 

a. Selalukeijasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pada masyarakat. 

b. Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan rutin, 

advokasi ke Pemdes, dukungan anggaran APBDes. 

c. Peningkatan Pemahaman tentang pendewasaan Usia Perkawinan pada tokoh 

masyarakat baik formal maupun non formal. 

d. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran karena sifat remaja yang 

tertutup dan malu untuk curhat ke tenaga kesehatan maka dilakukan Upaya 

membuka akses melalui Sosial Media (W A, FB,Line, dll). 
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9. Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi Kendala dan Hambatan dalam 

lmplementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul 

Daerah Istimewa . Y ogyakarta cukup efektif walaupun belum pemah dilakukan 

pengukuran secara kuantitatif. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada 

dalam Implementasi Program PUP selama ini cukup efektif. Dengan membuka 

kesempatan untuk bertanya melalui telepon atau media online terbukti cukup 

efektif dan efisien untuk kegiatan KIE PUP ini. 

Upaya efektif lainnya yaitu dengan memasukkan materi PUP pada pertemuan 

yang ada di masyarakat mulai tingkat Dasa wisma, RT, Dusun sampai ke Desa . 

Untuk memperluas jangkauan sasaran informasi tentang PUP dengan menyebar 

brosur dan leaflet. 

Pelatihan bagi kader dan pengelola Kelompok BinaKeluarga Remaja (BKR) 

.dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) juga efektif terbukti bisa 

meningkatkan kompetensi mereka pada kegiatan yang ada pada Program PUP. 

i: 
I Disamping itu dengan melakukan pendekatan pada tokoh formal dan informal 

j. 

I 
seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, guru terbukti efektif dan efisien untk 

j: 
•' I' 

implementasi program PUP ini karena mereka adalah key person yang menjadi 
I 

panutan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. 

B. lmplikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan suatu cerminan bagi penelitian, dimana implikasi 

teoritis memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam 
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penelitian ini. Basil dari penelitian ini membawa beberapa implikasi teoritis atas berbagai 

teori maupun hasil penelitian terdahulu yang mendasarinya.Pada hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan mendukung beberapa 

teori yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian. 

Hal penting yang berhubungan dengan implikasi teoritis penelitian ini dapat 

dijabarkan adalah bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau 

implementasi dari kebijakan. DPPKBPMD sebagai pelaksana kebijakan Pengendalian 

Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat 

dari Anderson bahwa: "Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan". 

Dalam hal ini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu 

kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling 

menentukan dan saling membentuk. pelaksanaan atau implementasi kebijakan sengat 

ditentukan oleh implementing agency (lembaga yang diberi tugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Sebagai implementing agency ini misalnya birokrasi 

pemerintah beserta perangkatnya yang akanmemobilisasi sumberdaya manusia, teknologi, 

sumber keuangan, dan ketrampilan manajemen untuk dapat menyampaikan policy output 

tersebut secara efektif, efisien, dan akurat kepada kelompok sasaran. (Anderson, dalam 

Abidin, 2012:22-23). 

Dalam penelitian ini Juga ditemukan bahwa faktor-faktor atau dimensi yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan adalah Tujuan dan sasaran 

Kebijakan, Struktur organisasi, Sumberdaya baik dana maupun sumber daya manusia 

sebagai pelaksana kebij akan, kondisi social masyarakat. Hal ini sej alan dengan pendapat 
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dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, 

Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan 

Politik, dan Disposisi Implementor. 

C. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian secara praktis memberikan implikasi pada kebijakan DPPKBPMD 

Kabupaten Bantul dan Dinas Instansi Terkait untuk: 

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan 

baik yang ada di kantor maupun yang di lapangan untuk mengembangkan kemampuan 

atau kompetensinya yang berkaitan dengan KIE Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan. 

2. Menyusun anggaran untuk kegiatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini 

sebagai prioritas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada da 

sehingga bisa mempercepat tujuan dari program tersebut. 

3. Membuat regulasi yang jelas tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan beserta JuklakJuknis yang lengkap sehingga 

mempermudah dalam proses implementasinya. 

D. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih merniliki keterbatasan diantaranya masih kurangnya jangkauan 

wilayah penelitian dan kurangnya jenis kegiatan yang dijadikan sampel objek penelitian. 
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Di samping itu sulitnya mencari waktu luang untuk melaksanakan kegiatan wawancara 

kepada informan pelaksana program karena kesibukan kegiatan di luar kantor merupakan 

kendala teknis di lapangan. 

E. Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut di atas maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Perlunya perluasan jangkauan sasaran KIE PW dengan materi kesehatan 

reproduksi remaja dan bahaya menikah diusia muda. Kalau sebelumnya sasaran 

hanya pada siswa tingkat SLTA, maka untuk yang akan datang di tambah dengan 

siswa tingkat SLTP. Mengapa demikian? Hal tersebut dengan alasan bahwa usia 

pada tingkat SL TP yaitu antara 12 tahun · sampai dengan 15 tahun sudah masuk 

dalam kategori usia remaj a, dimana pada usia tersebut sudah rentan terhadap 

pengaruh pergaulan yang mengarah kepada hubungan lawanjenis. 

2. Menambah kuantitas dan kualitas pelaksana program (implementor) baik yang 

berada di kantor maupun petugas lapangan, diantaranya dengan mengadakan 

pelatihan bagi provider sehingga tujuan program bisa tercapai dengan adanya 

implementor yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

3. Membuat usulan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk kegiatan 

yang berkaitan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini sehingga bisa 

mencukupi kebutuhan baik sarana maupun prasarana yang diperlukan. 

4. Meningkatkan intensitas pendekatan kepada Legislatif dengan cara penyampaian 

pentingnya program PUP pada kesempatan bertemu dengan dewan baik pada 
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forum rapat maupun padasaat kunjungan lapangan. Hal ini sangat berguna untuk 

meningkatkan duk:ungan mereka terhadap program Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Peinbangunim Keluarga (KKBPK) pada umumnya dan khususnya 

program Pendewasaan Usia Perkawinan. 

5. Menambah intensitas pelatihan bagi masyarakat yang menjadi penggerak kegiatan

kegiatan yang ada dalam program Pengendalian Penduduk khususnya Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan ini, seperti kader Bina Keluarga Remaja, PIK 

Remaj a dan lainnya. 

6. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema yang 

sama, diharapkan melakukan penelitian secara kuantitatif untuk mengukur 

efektifitas dan pengaruh Program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap tingkat 

kelahiran. 
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LAMPIRAN : PEDOMAN WA W ANCARA 

I. Pedoman Wawancara Untuk lnforman pelaksana Kebijakan di SKPD 

BKKPPKB: 

Nama 

Jabatan 

Instansi 

1. J enis kegiatan apa saja yang masuk dalam Kebijakan Pengendalian 

Penduduk di Kabupaten Bantul? 

2. Mengapa Program PUP merupakan salah satu alternative kegiatan dalam 

Kebijakan Pengendalian Penduduk? 

3. Apa Tujuankebijakan Pengendalian Penduduk melalui PUP ini? 

4. Strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan Program PUP ini? 

5. Apakah ada regulasi yang j elas ten tang pelaksanaan pro gram PUP ini? 

6. Apakah Ada SOP Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penauduk 

melalui Program PUP ini? 

7. Kegiatan apa saja yang termasuk dalam Program PUP ini? 

8. Apakah hasil dari Program ini bisa berkontribusi dalam Pengendalian 

Penduduk? 

9. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Program PUP ini? 

10. Sejauh mana sasaran Program PUP mengetahui tentang isi pesan yang 

disampaikan? 
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11. Surnber daya apa saJa yang mendukung keberhasilan Implemeritasi 

Program PUP ini? 

12. Apakah sumberdaya tersebut berkontribusi dalam Implementasi Program 

PUP ini? 

13. Apakah cukup efektif dan efisien dalam penggunaannya? Mengapa? 

14. Apakah ada Kerjasama dengan pihak luar (SKPD I Organisasi lain)? 

15. Bagaimana hubungan antar SKPD dalam pelaksanaan Program PUP ini? 

16. Bagaimana mekanisme biroktasi dalam implementasi program iru? 

Sederhana atau berbelit-belit? 

17. Apakah ada pengawasan atau kontrol dari struktur yang lebih tinggi agar 

implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan? 

18. Apakah ada dukungan positif dari badan legislative terhadap 

pelaksanaan program ini? 

19. Apakah para pelaksana mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup terhadap isi dan tujuan Program PUP ini? 

20. Pelatihan atau diklat apa saja yang telah dilaksanakan dalam menunjang 

keberhasilan Program PUP ini? 

21. Apakah dalam Implementasi program PUP ini terdapat hambatan dan 

Kendal a? 

22. Faktor apa saJa baik internal maupun ekstemal yang bisa menjadi 

hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Program PUP ini? 
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23. Kebijakan apa saja yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan dan 

kendala tersebut? 

24. Apakah Kebijakan tersebut cukup efektif dan efisien dalam mengatasi 

hambtan d&n kendala tersebut? 
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II. Pedoman Wawancara untuk pelaksana Kebijakan di Lapangan 

(PLKB): 

Nama 

Jabatan 

Wilayah Kerj a 

1. Apa yang Anda Ketahui tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk? 

2. Apakah Anda mengetahui teri.tang Program PUP? 

3. Apakah Anda mengetahui tujuan dan sasaran dari kegiatan program PUP 

. "? lill. 

4. Apakah di wilayah kerja anda terdapat kegiatan yang berkaitan dengan 

program PUP? Jika ada apa saja kegiatan tersebut? 

5. Apakah selama ini kegiatan yang bekaitan dengan Program PUP di 

wilayah saudara sudah berjalan sesuai yang di harapkan? 

6. Apakah ada hambatan dan kendata di lapangan? Jika ada apa saJa 

hambatan dan kendala tersebut? 

7. Upaya apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan 

kendala tersebut? 

8. Apakah upaya tersebut cukup efektif dalam mengatasi hambatan dan 

kendala tersebut? 

9. Apakah pemerintah desa mendukung dengan kegiatan pada Program 

PUP ini? 
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10. Apakah ada alokasi dana dari Anggaran DanaDesa untuk kegiatan 

Program 

PUP ini? 

11. B~gaimana tanggapan Tokoh Masyarakat I Agama ten tang pelaksanaan 

program PUP ini? 

12. Apakah masyarakat cukup antusias dalam mengikuti setiap kegiatan 

dalam Program PUP ini? 

13. Apakah kegiatan ini berjalan secara rutin ataukah hanya insidental saja? 

14. Apakah ada keterpaduan dengan kegiatan dari Dinas Lintas Sektor lain 

seperti KUA, Puskesmas, dan Polsek? · 

15. Apakah keterpaduan tersebut berjalan dengan baik? 

16. Dalam bentuk kegiatan apa saja keterpaduan tersebut? 

17. Apakah para PLKB selaku pelaksap.a di lapangan mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap materi yang berkaitan 

dengan Program PUP ini? 

18. Apakah PLKB pernah mengikuti diklat yang berkaitan dengan program 

PUP ini? 

19. Jika pernah, pelatihan atau diklat apa saja yang telah diikuti? 

20. Apakah hasil dari diklat tersebut bisa berkontribusi dalam menunjang 

keberhasilan Program PUP ini? 

21. Apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Program PUP ini? 
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II 
I . 

III. Pedoman Wawancara untuk SKPD Lain : 

Nama 

Jabatan 

Instansi 

1. Apakah Anda mengetahui tentang Kebijakan Pengendalian 

Penduduk? 

2. Apakah Anda mengetahui tentang Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP)? 

3. Apakah Anda mengetahui tujuan dan sasaran dari Program PUP ini? 

4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Program PUP tersebut? 

5. .Apakah Anda pernah berperan aktif dalam Program PUP? Jika 

pemah Sejauh mana peran tersebut? 

6. Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan di Instansi Saudara 

berkaitan dengan Program PUP ini? 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut?Berhasil atau tidak? 

8. Apakah ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan 

tersebut? 

9. Jika ada Upaya apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi 

hambatan dan kendala tersebut? 

·1 0. Apakah upaya yang telah dilakukan cukup efektif dalam mengatasi 

hambatan dan kendala tersebut? 
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IV. · Pedoman Wawancara Untuk Sasaran Program Pup 

Nama 

Umur 

Pendidikan : 

1. Pernahkan Anda mendengar tentang program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP)? 

2. Apa yang Anda Ketahui tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan? 

3. Apakah Anda pernah/sering mengikuti Kegiatan dalam Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan? Berikan alas an Anda. 

4. Coba Andajelaskan Kegiatan apa saja yang ada dalam Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan? 

5. Apakah Anda secara rutin mengikuti kegiatan yang ada dalam Program 

PUP ini? 

6. Menurut Anda apakah kegiatan ini tepat sasaran? -

7. Apakah Anda bisa memahami isi pesan yang disampaikan dalam Program 

PUP ini? 

8. Menurut Anda apakah Kegiatan yang ada dalam Program PUP ini cukup 

efektifuntuk mencegah terjadinya Pernikahan Di bawah umur? 

9. Apakah Anda mengetahui benipa batasan usia minimal yang ada dalam 

UU Perkawinan? 

10. Apakah anda mengetaui dampak yang diakibatkan oleh terjadinya 

Perkawinan di bawah umur yang ditentukan dalam UU Perkawinan? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Untuk memperoleh data agar lebih lengkap, selain wawancara dalam 

penelitian ini juga dilakukan observasi. Observasi yang akan dilaksanakan 

yaitu mengamati kegiatan yang ada dalam Program Pendewasaan usia 

Perkawinan yaitu kegiatan KIE, BKR,PIK Remaja dan Kegiatan lain yang 

terkait. Dari hasil observasi tersebut diharapkan bisa memperoleh gambaran 

tentang Implementasi Pengendalian Penduduk melalui Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan secara lebih lengkap. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DPPKBPMD: Tanggal 3 Maret 2017(KABID KB: R. 

ROSO SRIYANTO, SE, MSI}, 

l.Yang masuk daiam kebijakan penduduk selain program Keglatan Keluarga 

Berencana juga program Pendewasaan Usia Perkawina yang di daiamnya 

ada kie reproduksi sehat .. pik remaja .. semua itu selain melibatkan ternan 

plkb juga melibatkan melibatkan petugas dari kabupaten. 

2. Karena dilatar belakangl beberapa hal : 

a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dir.i 

b. Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan 

c,Banyaknya kasus perriikahan usia dini -dan kehamilan tidak diinginkan 

menyebabkan pertambahan penduduk - makin cepat (setiap tahun 

bertambah sekitar 3,2jutajiwa) 

~. d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas rendah 

e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, 

sering cekcok, terjadi perselingkuhan, · terjadi KDRT, rentan terhadap 

perceraian. 

3. Memberikan pengertian dan kesadaran kepada ·remaja agar didalam 

merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek 

berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental,emosional, 

pendidikan, social ekonomi serta menetukan jumlah dan jarak kelahiran 

· 4. Dengan mengadakan KIE ditir.gkat lini lapangan melalui pertemuan rutin, 

road show PUP bekerja sama dengan BPPM (Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan M;;~syarakat) DIY. 

5. Tidak 

6. Tidak 

7. KIE Remaja, KIE Poktan, PIK R baik yang berbasis sekolah maupun masyarakat. 

8.Ya 

9. Rernaja, orang tua, kader, pengelola program baik di sekolahmaupun OPD 

)o'. Progres report keberhasilan program 

11. lnstansi pemerintah, swasta, LSM 
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PLKB Kretek: Maria Bello 2 Mei 2017 

1. Kebijakan Pengend<!lian Penduduk adalah upaya penurunan Angka kelahiran 

2. PUP adalah Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu persiapan bagi Remaja untuk 

· usia Pernikahan bagi wanita 20 tahun, bagi pria 25 tahun. 

3. Tujuannya memberikan pengertian dan kesadaran bagi remaja didalam akan 

membangun rumah tangga agar mempersiapkan beberapa aspek antara lain: 

kesiapan fisik, mental, pendidikan, jumlah anak dan jarak kelahiran. 

4. Kespro 

5. · ·Sudah, tetapi belum se:;uai yang diharapkan. 

6. Hambatannya berkaitan dengan dana 

7. Belum 

8. Belum 

9. Kegiatan PUP baru diajukan di anggaran Desa 

10. Baru diajukan melalui ADD. 

11. Tanggapannya bagus 

12. Cukup bagus sebab bisa memberikankesadaran baglremaja didalam akan 

membangun rumah tangga 

13. Sementara baru tahap pengembangan 

14. Ada 

15. Baik 

16. Sosialisasi PUP, Kespro 

17. lya 

18. Pernah 

19. Diklat PUP, Kespro 

20. S,!ingat menunjang 

21. t~a 
i:~. 
l 

;i 
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JAWABAN PLKB: Raharjo, KecPieret,3 Maret 2017 

1. Kebijakan Pengendaliar. Penduduk adalah Suatu kebijaksanaan pemerintah Indonesia 

dc:lam rangka untuk menciptakan penduduk mempunyai kwalitas SDM handal, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengantungkan pada pihak lain. 

2. Program PUP adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan yakni suatu program untuk 

· Pendwasaan seseorang yang mau melakukan perkawinan baik ditinjau dari fislk, mental 

dan ekonomi. 

3. Tujuan dai"i Program PUP adalah : 

a. Meningkc:tkan Usia perkawinan lakHaki usia min 25 tahun dan perempuan Min 22 tahun. 

b. Menlngkatkan Pengetahuan ·dan pengalaman dalam rangka usaha untuk memperoleh 

pendapatan. 

c. Meningkatkan pengetahuan phiskis khususnya dalam menghadapi probelma dalam 

keluarga. 

d. Mempunyai pekerjaan yang mantap. 

Sasaran: Keluarga yang punya anak remaja dan semua reja yang. ada., termasuk remaja itu sednri. 

4. Ada yaitu lewat Bina Keluarga Remaja (BKR) 

5. Belum, 

6. Hambatan dan kendala yang di lapangan: 

a. Pemahaman Materi Program Pendewasaan usia Perkawinan masih kurang. 

b. Perkum~ulan yang ada ditingkat Dusun/RT yang dibahas cenderung kebutuhan sosial 

masyarakat dan sekilas info dari pemerintah. 

c. Perkump4lan lebih disibukan dengan arisan, simpan pinjam. 

7. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala. 

a. Peningkatan Pemahaman tentang pendewasaan Usia Perkawinan pada tokoh masyarakat 

baik form~l maupun non formal. 

b. Menir\gkatan Pengetahuan kader BKR tentang materi BKR. 

c. Meinghid~pkan kelompok BKR. 

d.· Memasu!<ikan materi program PUP sedikit demi sedikit pada pertemuan ditingkat 

Dusuri/RT; 
'l 

· 8. Menging~t masih baru diwilayah ini, maka program PUP inl masuk dalam rencana 

kegiatan. 

9. Pemerint~h desa mendukung program PUP. 

10. se·cara k~usus kurang tahu karena masih baru di wilayah desa ini. 
~ I -
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11: Tanggapan tokoh masyarakat/Agama dalam pelaksanaan probram PUP secara umum ada, 

namun secara detail masih dalam penjajakan. 

12. Masih dalpm pendekatan wilayah. 

13. Tidak rutin 

14. Belum ad,a keterpaduan dengan dinas instansi terkait. 

15. Belum. ,~ 

16. Belurn. 

17. PLKB selaku tugas lapangan mempunyai peng~tahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang program PUP. 

18. Pernah. 

19. Refresing PLKB dan diklat yang lainnya. , 

20. , Hasirdari diklat jelas memberikan kontrisbusi dalam menunjang Keberhasilan 

pro~,ram PUP. 

21.- Renc;ana ada tiap tahun ~ekali. 
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Suparmi, PLKB Kec. Pie ret, 4 April 2017 
1. Pembangunan yang berwawasan Kependudukan melalui program KB agar dapat 

menekan kwantitas penduduk dan meningkatkan kwalitas penduduk (SDM) secara 

serius karena perkembangan penduduk akan mempengaruhi pada pembangunan 

lannya. 
2. Suatu program untuk meningkatkan usia pernikahan pertama, sehingga pad a saat 

pernikahan bagi wanita minimal20 tahun dan pria 25 tahun 
3. Tujuan PUP yaitu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi remaja agar 

dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek misal 

aspek ekonomi, kesehatan, psikologi, pendidikan, kependudukan dan KB. 

4. Ada yaitu BKR, PIK R dan KarangTaruna 
5. Sasarn PUP taitu Remaja dan orang tua yang punya remaja. · 

6. Ada yaitu kesadran sasaran (remaja dan Ortu) belum seluruhnya timbul, 

terbatasnya sara.na dan prasarana serta dukungan anggaran. 
7. Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan ruton, 

advokasi ke Pemdes, dukungan anggaran APBDes. 

8. Cukup efektif tapi belum maksima. 

9. Sangta minim belum seluruh kegiatan. 
10. Ada, untuk kegiatan Karang Taruna (KIE Kespro dan Napsa) di tingkat dusun dan 

Des a. 
11. Setuju dan Mendukung 
12. Sebagian dengan alasan waktu dan kesibukan 

13. Ada yang belum ada yang i,nsidental 

14.Ya 
15. Ya 
16. Penyuluhan 

17.Ya 
18.Ya 
19. Program KB, Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, KIP Konseling, Narkoba 

dan Program Kespro 

10.Ada. 
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18. Belum bila secara khusus 

19.-
20.-
21. Ada dengan mengevaluasi jumlah pernikahan yang dilaksanakan dalam satu tahun yaitu 

pada tahun 2016 ada 10 yang nikah dini. 
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PLKB : Arini, Kec. Kasihan, 30 Maret 2017 

it : 
! 

1. Berkaitan dengan berbagai kegiatan untuk menekan angka 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

pertumbuhan penduduk menjadi zero growth 
Segmentasi sasaran lebih pada remaja sehingga terhindar dari pernikahan dinl 

dengan berbagai kegiatan di Plk R dan BKR 

Menurunkan angka pernikahan dini. Kegiatannya Diskusi, Sosialisasi 

.Materi BKR dan PIK R, Triad KRR 

Ada di PIK R 

Sudah walaupun belum maksimal 
Saya masih dalam tahap orientasi wilayah, jadi belum tahu 

hambatan dan kendala 
Selama ini PLKB melaksanakan KIE Konseling dan Pembinaan pada 

pengurus 

8. Cukup efektif 
9. Sangat mendukung dengan member berbagai macam fasilitas, juga 

dari Pemda 
10.Ada 
il. Tanggapan positif dan bagus 

12. Belum 
13. 'Dari 4 Desa ada yang sudah rutin, ada.yang masih insidental 

~4.Ada 

15. Cukup baik 
t-6. Aktif rapat koordinasi dan penyl!luhan. 
17. Ada yang cukup memahami dan ada yang belum 

~8. Belum/lupa 
19.-
20.-
21. Tidak 
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PLKB: Anwari, Kec. lmogiri 

1. Ya tahu 
2. Pendewasaan Usia Perkawinan bermaksud menunda 

perkawinan usia bag iwanita tidak kurang dari 20 tahun dan 

pria tidak kurang dari 25 tahun dengan harapan telah mampu 

/siap baik fisik maupun mental terlebih dahulu atau lebih 

mapan. 
3. Tahu. Sasaran anak Remaja pra Nikah 

4. Ada.PIK R, BKR, Pramuka 

5. Belum . 
6. Ada. SaranadanPrasaranasertadukungandana 

7. Pengajuananggaranmelalui ADD 
danbermitradenganinstansiterkait (KUA, PuskesmasdanPolri) 

8. Sangatefektif 

9. Sanga tmendukung 

10. Ada, lewat karangtaruna 
11. Perlu ada perhatian khusus melalui kegiatanremaja 

12. Mendukung 

13. lnsidental, pengaJian 
14. Ada, penyuluhan dari Polsek, Kespro dari Puskesmas, 

dukungan dari KUA 

15. Belum, masih sendiri sendiri 

16. Penyuluhan 

17. Cukup, kespro remaja 

18. Pernah 
19. Kesproremaja, HIV Aids 
20. Bisa, sebagai bahan Pembinaan di lapangan 

21. Belum 
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PLKB :Sujarwati, KecPiyungan, Selasa 4 April 2017 
1. Kebijakan pengendalian penduduk adalah rumusan kebijakan untuk membangun 

kesepahaman, sinergitas dan komitmen bersama dalam mengatasi masalah 

kependudukan yang ada. 
2. PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan 

;JSiaperkawinan pertama, sehingga mencapaiusia minimal 20 tahun bagi wan ita 

dan usia 25 tahun bagi pria dan mengusahakan agar usia kehamilan pertama 

terjadi pc:da usia yang cukup dewasa. 
3. Sasaran PUP adalah seluruh masyarakat dan SKPD terkait serta lembaga sosial 

masyarakat 
4. Belum, tetapi kegiatan PUP sudah berjalan hanya saja masih ada kendala karena 

be:lum semua rnasyarakat sa dar dan tau tujuan PUYP serta bagi remaja masih 

belum menyadari bahaya kawin muda. Masih ada pernikahan dini, masih ada 

orang tua yang belum sadar akibat nukah dini, adanya pergaulan bebas. 

5. Kegiatan PUP sudah sesuai tetapi masih banyak kendala, yaitu : 

UU yang masih membolehkan usia 16 tahun untuk menikah 

Peranorang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang reproduksi 

belum semua melakukan (tabu) . 

Pergaulan dalam mengakses sosial media. 

Masih ada perkawinan dibawah 20 tahun 

6. Tidak ada hambatan semua masyarakat dan stakeholder men.jukung karena sudah 

tidak ada adat yang menyebabkan kawin muda seperti menjodohkan anak yang masih 

dibawah umur. 

7. Upayanya selalu kerjasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pad a masyarakat. 

8. Ya. 

9. Ya. 
10. Ada yaitu melalui rakor desa dan PUP dimasukkan dalam materi rakor KB dan 

kesepakatan setiap bulan serta adanya laporan dari desa ke PLKB data by name yang 

menikah setiap ·bulan dan umurnya. 

11. Setuju 
12. Ya, melalui BKR dan PIK Remaja serta penyuluhan di Karang Taruna 

13. Rut!n 
14. Ada secara insidental di Mini Lokakarya setahun sekali dan melalui KIE Kespro di 

sekolah. 

15. Belum 
16. Pembinaan atau penyuluhan yang diadakan oleh Kampung KB, BKR serta pada 

momen-momeri tertentu. 

17.Cukup 
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Hasii wawancara dengan Bag Kesra Dinkes (lbu Betri) : Tanggal17 April 2017 

Di Kantor Dinkes Bantul 

1. Ya 

2. Ya 
3. Tujuan memberi pengertian dan k~sadaran pada remaja untuk 

me:rencanakan !<eluarga dengan sasaran semua remaja 
4. · Program PUP sangat baik karena dari segi kesehatan mematangkan dan 

menviaokan alat reoroduksi dan osikhis dalam membina rumah tan!l!Ia 
tr I I & .... -

5. Selama ini belum 
6. Kelas eaten, pendidikan kespro, pelayanan kesehatan pedui remaja 

(PKPR) 
7. lndikator: keberhasilan Dinkes tercapai yaitu remaja dapat mengakses 

' 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya 
8. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran kart::na sifat remaja 

yane tertutup dan ma!uuntuk curhat ke tenaea kesehatan 
9. Upaya membuka akses melalui Sosial Media (WA, FB,line, dU) yang lebih 

memungkinkan sasaran untuk curhat ke tenaga kesehatan 
10. Upaya ini efektif karena meningkatkan cakupan akses pelayanan ke 

sasaran 

43252.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATl BANTUL 
NOM OR TAI-IUN 

DINAS PENGENDAHAN PENDUDUK, TANGGAL 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN KELUARGA BERENCANA, 

- PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
DESA MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL 

(Drs. Malu udi, M.Si.) 
SEKRETARIAT 

~------------------~ --~--------------· 
(Priyo Harwijayanto, S.Si. 

! _j_ 

KELOMPOK JABATAN I I I 
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN 

I I I I I DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM DANASET 

J. I I I I (Ora. Budiyati Pratimah) · (Budi Kurniawan, SH) ( Atik Wahyuningsih, S.Sos) 

; 

L r--------------------~T----------~ -------=----------· 
BIDANG BIDANG BIDANG

1 

PENGENDALIANPENDUDUKDAN KELUARGABERENCANA PEMBERbAYAAN MASYARAKAT 
KETAHANAN KESEJAHTERAAN (Roso Sriyanto, SE, M.Si) DANDESA 

KELUARGA (Drs. Mudiyana, S.lp, M.Si.) 
(Dra. D.E. Meyta H) 

I I 

- r--· 
SEKSI SEKSIPENGEMBANGAN 

SEKSI PELAYANAN KELUARGA SUMBERDAYA DAN 
ADVOKASI DAN 1- BERENCANA INFRASTRUKTUR DESA 
PENGGERAKAN (Endang Yuniati, A.Md) 

(Suryadi Rkhrujo, SH) 

SEKSI SEKSIPENGEMBANGAN 
t--- KELEMBAGAAN PEMBINAAN 

KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN DESA 
SEKSI (Sih Panuti, SE) 

PENG~NDAUANPENDUDUK 
DANINFORMASIKELUARGA 

SEKffiPENGEMBANGAN 

SEKSI PELAY ANAN 
'- POTENSI EKONOMI 

SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI PEDESAAN DAN BUPATI BANTUL 
KETAHANAN DAN DANEDUKASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

KESEJAHTERAAN KELUARGA · (Zan Triyanto, S.Sos) 

I UPT ~ KETERANGAN: 
:GARISKOMANDO 

SUHARSONO 

--·--------- : GARIS KOORDINASI 

. -------- -------------------------==== I 
.I 
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No. Nama 

1 Sri Mulat Purwanti 

2 Surajiyo 

3 Sri Widyaningsih 

'4 Titik Suhesti 
I t; <;.ni:::ar\AI:::ati - --J-· ··-·· 

6 Asrap 

7 Sarjilah 

H Jato Santosa 

9 Rahardja 

10 Sutapa 

11 Tunggal 

12 Nocr Hidayah Tri karyawati 
1::1 Usm3rja ...... 
14 Heru Prasetya Nurcahyo 

15 Daryati 

16 Arini 

17 Basuki 

18 Patrianta Nugraha P 

19 Anwari 

20 Slamet Sugijanto 
I ""11 ,.., ..... :- r..-.. .. -+: ri .. : n-•-- C" ....... : 

"-..1. IVIOIIC VVI C\.1 VII I 1\C'-IIV JQ '-1 

22 Suraji 

23 Hidayati 

24 Mahmudi 

I 2S1Suparmi 

26 Endang Dwi Wahyuni S 

27 AgusWidada 
I -.nl & -• ·- r- __ I.L--

~0 1-\j:;U::, rdl Mldll 

29 Sunarta 

30 Wadhikhah 

31 Suhartana 

32 Titik Chomariyati 

33 Titik Supriyati 

34 Wiwik Kartiningsih 

35 Purwanto 

36 Theotera Yuii Kristiyanti 

37 Sri Yani 

38 Yustinus Ngatija 

39 5upardi 

40 Aris Susanta 

41 Emy Nur~tanl 

42 Suripto 

43 Rasimin 

44 Sutadi 

45 Asih Suryanti 

46 Maria D. Dac. Fe. Bile 

47 Suparwoto 

48 Lasmiati 

Data Pegawai DPPKBPMD 
Per Januari 2017 

jabatan 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyu!uh Keluarga Berencar.a ~.1adya 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Ke!uarga Berencana Pelaksana Lanjutan 

Penyu!uh Keluarga Berencana ~l!adya 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuiuh Keiuarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Per.yuluh Keluarga Berencar.a Penyelia 

Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan 

Penyuluh Keluarga Berencami Madya 
Oonurtl.ih Vol11-:1rn-:t Coronr-:an-:s I\A"'3,..1·,,"3 
I Vt•rwiWII 1~\.o-IWYI fJW &..1""1'-IIWW .. l-U •wn,no•·rU. 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia 

Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana lanjutan 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Ben;mcana Madya 

Penyuluh Keluaiga Beiencana Pi:nyelia 
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan 

Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana lanjutan 

Kepala D[nas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Pen-y-uluh Keluarga Berencana Madya, 
Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyutuh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuiuh Keiuarga Berencana iviadya 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyu!uh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan 

Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Penyuluh Ke!uarga Berencana Madya 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana 

Penyuiuh Keiuarga Berencana Penyeiia 

Penyuluh Keluarga Berencana Madya 

Pcr:yuluh Kcluarga Bcrcncana Pclaksana Lanjutan 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

~--·------

I 

l 
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I Pcnyu!uh Kc!u<Jrgc:: Bcrcncan<J Pc!<Jksana L<Jnjutm 

50 Nurwendah Dwi Rusmiyati Penyuiuh Keluarga Berencana Muda 

51 Lucia Herly Prawesti Kurniasih Penyuluh Keluarga Berencana Muda 
C:/1\fhti+ 1\lou·\fit-ri-:>ni 
-- ,JI·I~I--1 •1'-ll-111 

Don\11 ti11h italae~c-n~ tloronr!ln.-:. Dort-::.t"V'\~ I '""I&J-1-10 ... .._.-~Ob ..... --··-11 ....... 11 .... I-· .. _111"-' 
I 

53 Rismala Putri Fahmaningtyas Penyuluh Keluarga Berencana Muda 

I 54 Priyo Harwijayanto Sekretaris 

55 Harsana Petugas Keamanan 

56 Robertus Hary Subagyo Pengadministrasi Umum 

57 Sumantana Pengadministrasl Umum I 

58 Sri Sukarni Pengadministrasi Kepegawaian 

59 Yustina Wening Wartati Pengadministrasi Kepegawaian 
c.nlo .. ,.,Ji,,.._,., n .. -.+;.-"""''"" 
VV UUUIJOiol I IOLUIID.U Kepo!a Sub Bagian lJmum dan Kepega;;Jaian -

61 Daru Cahyono PengemrJdi Umum 

62 lstrimah Pengadministrasi Kepegawaian 

63 Sutaryanta Pengadministrasi Barang 

64 Anik lrawati Analis Pelaporan 

6S1Ngatijo Pengadrr:\rnistrasi KeuanKan 

66 Budi Kurniawan Kepala S:.~b Bagian Program 

67 Atik Wahyuningsih -Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 
I rn 

00 Ranti Pengadministiasl Keuangan 

69 Sri Sudiyati Pengadministrasi Keuangan 

70 Taat Sutaryono Pengadministrasi Keuangan 

71 Agus Pratikna Pengadministrasi .Barang 

72 Sri Ningsih Pengadministrasi Keuangan 

73 1 ony Koeswoyo 1Bendahara I 

74 Dwi Estiningsih Meyta Hendrastuti 
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan 
Kesejaateraan Keluarga 

I iS Sugiyanto Pengadministrasi Umum 

76 Suryadi Raharjo Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan 

"7'?IC .. -i v .. """"' .. "',a""u'""'+-i 
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk ~an !nformasl 

I 
I I L.llll "UIII(.af(.&VWU'-1 

Kelu<:~rga I 
78 Ardimanto Anaiis Data dan l:1formasi I 
791Supadi Pengadmlnis.trasi Umum I 
80 Poniyem Pengadministrasl Umum 

81 Kodrat Untoro Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 

82 Raden Rosa Sriyanto Kepaia Hidang Keiuarga Berencana 

83 Sutomo PenyusunData dan lnformasi 

84 Harmanto Kepala Seksi Pelayanan Kelua:rga Berencana I 

85 MuhJuweni Analis Layanan KB 

86 Wahyu lswantoro Pengadministrasi Umum 

87 Dlnl Harlfah Kepa!a Seksl Pemblnaan Ke!embagaan l 
88 Megah Wulandari Arialis Keluarga Berencana 

! 891 Lesta ri Hardyaningsih Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi i 
I I 

i 

90 Wahyudi Analis Pelayanan Kesehatan Keluarga dan KB 

91 Mudiyana Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat I 
92 Wahyu Raharjo Penyusun Data dan lnformasi 

93 Agus Akhmadi Penyusun Data dan lnformasi 
I 011 1\n .... .-int·· ... .,., o-"'"""',roni-ir+..,..,roi II""'••~ 

J"T IYI""I~UI\-111 , "-'••ou\,t••u••~.,~..u~• ..., •• u. ... la.o-

95 Harni Kamidah Pengadministrasi Umum 

96 En dang Yuniyati 
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan lnfrastruktur 

I I I 
Des a 

97 Ninik Purwantini Pengadministrasi Umum 

98 Sugivanti 1Pengadministrasi Umum 
, 
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I. 

I 

I 

I: I: 

I 

"" :J:J 

100 
I 

101 

102 
103 
104 

105 

106 
1(ll 

l"'"~l:.. n--··.£.~ 
Kcpalc: Scksl Pcngcmbar:gan Kclcmb<tg<tan Masr'<lr<tkat dan 

~Ill l'diiULI 
Des a 

Antonia Endang Widyastuti Analis Kelembagaan Masyarakat 
1 

Ery Murniasih Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan I 
I 
J 

Demoris lndriani Ratih Analis Pemberd.ayaan Masyaraka.t 
Hery Murwani Pengadministrasi Umum I 
Siti Akiri Pengadministrasi Umum I 
Zan Riyanto 

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan dan! 
Teknologi Tepat Guna 

Zulianingsih Pengadministras: Umum 
o,.ll: v., .. -:-u·-- n----""'..-:-:-,.. ...... -..,.: 1 '-··-

Sumber: DPPKBPMD Kabupaten Bantu! 
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2 

3 

5 

2 

6 

7 

I 8 

3 

9 

p,.(:~v:~n:m . -·-.s-··-·· 
Administrasi 
Perkantoran 
Donuorli'!l~n ro:~c-o:=. 
I """''}""'Wit.ol"oUIJ .... ""'-1 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Pe~J\antoian 

Tabel4.2 
DAFTARUSDLANPROGI~ 

DPPKBP~.1D h unl~h m'='lol"-oi 
VWIIII ..... II lll"'t.""l'--1 

/perangko 

Penyediaan Rapat- · DPPKBPMD Jumlah waktu 
rapat, koordinasi penggunaan 
dim konsultasi 
Penyediaan jasa DPPKBPMD Jumlah surat surat 
pengelola kendaraan dinas 
pelayanan 

gedung kantor pengelola keuangan 
. · .,,..,..j,..,.,,.. v,..,...,,_ • 

f\W~ICUQII 1\CU I LVI 

Pengadaan DPPKBPMD Jumlah honor tenaga 
Peralatan dan keberslhan kantor 

Program 
Peningkatan sarana dan 

Sarana dan 
prasarana aparatur 

Prasarana 

Peme!iharaan DPPKBPMD Jumlah perbaikan 
rumah dan gedung peralatan kerja 
kantor 
Pemsliharaan 
kendaraan 
dinas/operasional. 

Pemeliharaan Jumlah bahan bacaan 
peralatan dan dan peraturan 
perlengkapan. perundang-undangan 

Prl\nr:~m Presentase I ·-~·-·ID Sumberdaya Peningkatan 
apparatus yang 

Kapasitas memiliki kompetensi 
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I I 
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Sumber: DPPKBPMD Tahun 2017 
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DATA BINA KELUARGA REMAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 -¥i KECAMATAN NAMA ALAMAT KETUA KET 

SANDEN RASA SARI NANGGULAN GADING SARI SANDEN NAWIYATI UNGGULAN - , 
2 : RAJA WAll KALIMUNDU GADINGHARJO SANDEN BUDI ASTUTI 
~:--t SIWI LESTARI TEGALREJO SRIGADING SANDEN JUNARTO . 

4 MARSUDI ASIH GEDONGAN SRIGADIN SANDEN SUMARSIH 
~· 

5. MAWAR PUTIH NGENTAK MURTIGADING SANDEN SARINEM, BA 

6 SEW ON MAWAR PUTIH PELEMSEWU PANGGUNGHARJO GIYANTI 

i 7 PUTRA MELATI MRIYAN TIMBULHARJO ANGGI SETIYAWAN 

8 SIRKOYO DIRO PENDOWO!-IARJO YAYUK RAHAYU UNGGULAN I 

9 MAWAR KUNING SAMAN BANGUNHARJO SUTINEM SPd UNGGULAN 

10 SEDAYU SALAK SAKAL DUKUH ARGODADI SULASMI 

11 KENANGA GRIYA KENCANA PERMAI ARGOREJO SRI WIDURI 

12 MATAHARI TAPEN ARGOSARI ESTIN NR UNGGULAN 

13 MAWAR PLAWONAN ARGOMULYO WARNI ASIH 

14 PIYUNGAN ANGGREK KARANGPLOSO SITIMULYO SUMIYATI 

15 HAR,A.PAN JAVA PAYAK WET AN SRIMULYO SULISTYANINGSIH 

16 PUSPITASARI KWASEN SRIMARTANI ERi . !UNGGULAN 

17 IMOGIRI PERDANA NAWUNGAN II SELOPAMIORO BUSONO 

18 ARJUNA MIRI SRIHARJO SUNARDI SPd 

19 BINASEHAT SUNGAPAN SRIHARJO SUWARNI UNGGULAN 

20 MENUR PADURESAN IMOGIRI AMINAH BUDI ASTUTI 

21 TARUNA SAREYA'N KARANGTALUN SUDARMINAH 

22 NURI TEGALREJO GIRIREJO ANAASROMI 

23 DAHLIA MANDINGAN KEBONAGUNG MARSITI 

24 MUJA BAKTI KEMASAN KARANGTENGAH RINTO GUNAWAN 

25 MARDI TARUNO PUNDUNG WUKIRSARI AWIDODO UNGGULAN 

26 DLINGO ANGGREK LEMAHABANG MANGUNAN KARTINEM 

2&J SEROPAN SEROPA~ Ill MUNTUK PONIYEM 

28 SUBUR DLINGOIDLINGO SUPRIYATI I 

29 MENUR KLEPU TEMUWUH SUPATMI 

30 APEL LOPUTIH JATIIMULYO NGATINI 

31 MELATI KEBOKUNING TERONG TUKIRAH 

32 BANGUNTAPAtl CINTA REMAJA DUKU 
' 

ISNI MARWATI UNGGULAN 

33 WIRA INFO USODO GLONDONG SUJARWATI 

34 TUNAS MEKAR POTORONO NY JUMALI 

35 CENDRAWASIH BANUWITAN TUGI HARTIN! 

36 LENTERA SAYANGAN SUPARTINI 

37 HARUM SARI SINGOSAREN I NYWARDANI 

38 DAHLIA MODALAN IF AT ISWALONO UNGGULAN ' 

39 LESTARI NGLEBENG SRI SUGIYANTI 

40 PLERET REJEKI SEGOROYOSO 1 SEGOROYOSO MUJI RAHAYU 

42 PRAKOSA SANAN BAWURAN MURYANTI 

43 TUNAS KARYA JEJERAN 2 WONOKROMO SITI FATIMAH 

44 HAR.APAN SENTOSA PURWOREJO WONOLELO TITIN MAHABAH 

4Ji SULTAN AGUNG KEPUTREN PLERET HARDONO UNGGULAN 

46 PAJANGAN ASTER KEMBANGPUTIHAN GUWOSARI ASNAWI 

47 CAHYA GESANG MANGIR KIDUL SENDANGSARI M IRWAN SUSANTO UNGGULAN 

48 TULODO TRUCUK TRIWIDADI SIDEM RAHAYU 
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49 KASIHAN DAHLIA LEMAHDADl BANGUNJIWO SRIDASIH UNGGULAN 

so MENUR PADOKAN LOR TIRTONIRMOLO WIWIK KUSINAH UNGGULAN 

51 EDELWEIS KASIHAN TAMANTIRTO NY MARYOTO I 
I 

52 MEKAR JOMEGATAN TAMANTIRTO ERN ITA 

'!73 SRANDAKAN MEKAR ASIH LOPATI TRIMURTI ARI GUNIASARI UNGGULAN 

54 KARANGSARI KARANG PONCOSARt SUPRIHATIN 

.:'.5 PANDAK BINATARUNA KADISORO GILANGHARJO WENING RESTUWATI UNGGULAN 

56 LESTARI MULYO CIREN TRIHARJO SUMINI 

57 TARUNA KOROWELANG CATURHARJO SUTEJO 

58 KUNCUP MEKAR BAJANG GILANGHARJO ASEPSAMOSA 

59 KRETEK WIRAMUDA PLESAN TIRTOMULYO WAHYU MUNANDAR ·-60 DEWI SARTIKA TEGAL TAPEN TIRTOSARI TUMILAH UNGGULAN --
61 MENUR GEGUNUNG TIRTOHARGO WURYANTINI 

62 MAWARMUDA DEPOK PARANGTRITIS TUKILAH 

63 ASTER MERSAN DONOTIRTO SUS I 
BAMBANGLIPU 

64 RO EDELWEIS NGAJARAN SIDOMULYO PURWANTI 

65 SHYOWATI KEPUH MULYPDADI SUNARTI 

66 BUGENFIL KALIGONDANG SUMBERMULYO SARTIN I UNGGULAN 

67 BANTUL SOROPATEN SOROPATEN TANTI SUMANTRI 

68 DUKU KWEDEN SRI SURYONDANI UNGGULAN 

69 MEKARSARI BAD EGAN JUWARSI UNGGULAN 

70 MEKAR SEJAHTERA NGRINGINAN PALBAPANG JUMIRAH 

71 MELATI NECO SABDODADI YULIANA NURSI Y 

72 jETI$ ANKER KERTAN SUMBcRAGUNG RATNAJUMILAH UNGGU!.AN 

7-3 MAJU TAK GENTAR PUTON TRIMULYO RUSMINI UNGGULAN 

74 KTB 2 BLAWONG 2 TRIMULYO SA TRIA RIPUNTAN 

75 REGAPAS DAGUNGAN PASAR CANDEN ARIS 

7b GADUH GADUH CANDEN PAIJEM 

77 PUNDONG BILQIS ALAMANDA NGENTAK, SELOHARJO FE BRIANA ELLA S UNGGULAN 

78 PUYUH BADAN,SELOHARJO ENYWAHYUNI 

79 FLAM BOYAN TANGKIL, SRIHARDONO SUNARTI 

Sumber: Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPMD 
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NO KECAMATAN 

1 KRETEK 

2 SANDEN 

3 SRANDAKAN 

4 PANDAK 

5 BALl 

6 PUNDONG 

IMOGIRI 

7 

8 DLINGO 

9 JETIS 

DATA PIK REMAJA / MAHASISWA 

DESEMBER 2016 

NAMA KELOMPOK ALAMAT KET 
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41 Mu v 

42 

10 BANTUL 

11 PAJANGAN 

12 SEDAYU 

13 KASIHAN 

14 SEWON 

15 PIYUNGAN 

16 PLERET 

··5umber : Bidang Pengendaliim Penduduk DPPKBPMD 2017 
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Sumber : BKKON 2015 

fABEL 15. PUS BERDASARKAN USIA KAWIN .PERTAMA 
HASIL PENDATAAN KElUARGA 

, . . 
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Sumber: BKKBN 2017 

TABEL 15. PUS tst.KUA.:>AKKAN U;)IA KAYYirt 1"" 1:.. I AMA 

HASIL PENDATAAN KELUARGA 
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~ - ' I 

NO KECAMATAN 

1 2 

1 Bantu I 

2 Kretek 

3 Sanden 
4 Srandakan 

5 Bambanglipuro 

6 Pandak 

7 Pundong 

8 lmogiri 

9 Banguntapan 

10 Jetis 
11 Dl ingo 
12 Pajangan 

13 Sedayu 
14 Kasihan 
15 Sewon 

16 Pleret 
17 Piyungan 

Jumlah 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN BANTUL 
DAFTAR LAPORAN PERINCIAN N.T.C.R. 

TUTUP TAHUN 2014 

NIKAH 

~ WALl POLl GAM I DIBAWAH UMUR z ex: ~ co ::J ...J 
~ HAKIM J: c..z J: <( 0::: J: 0 
en ...J ::!!! II Il l IV ...J Cl.. 0::: ~ ...J c I 
~ ..., ~ ..., ..., w 
z ADHOL NON ADHOL u Cl.. co 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

396 0 20 416 2 0 0 0 0 2 1 0 3 257 13 
141 0 12 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 7 
180 0 10 190 0 0 0 0 0 1 1 0 2 78 5 
212 0 13 225 0 1 0 0 1 1 0 0 1 89 17 
227 0 17 244 1 0 0 0 0 3 1 0 4 123 8 
298 0 16 314 0 0 0 0 0 3 1 0 4 168 15 
222 0 21 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 10 
431 8 26 465 0 0 0 0 0 0 1 0 1 188 18 
606 0 46 652 1 1 0 0 1 6 1 1 8 410 17 
358 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 4 
282 0 15 297 0 0 0 0 0 5 5 0 10 118 19 
190 1 14 205 0 0 0 0 0 4 0 0 4 124 2 
246 0 26 272 0 0 0 0 0 4 1 0 5 136 2 
614 0 38 652 0 3 0 0 3 8 3 3 14 312 16 
565 0 48 613 0 2 0 0 2 9 1 1 11 335 24 
286 1 11 298 0 0 0 0 0 3 1 0 4 165 11 
294 0 25 319 1 1 0 0 1 0 1 0 1 154 8 

5548 10 358 5916 5 8 0 0 8 49 18 5 72 2997 196 

TALAK 
-KE J: ~ 

~ 0::: 
...J 
::!!! w 

II Ill ::J u ..., 
18 19 20 21 

0 0 13 46 
0 0 7 19 
0 0 5 13 
0 0 17 19 
0 0 8 26 
0 0 15 25 
0 1 11 22 
0 0 18 44 
0 0 17 71 
0 0 4 0 
0 0 19 51 
0 6 8 29 
0 0 2 8 
0 0 16 64 
0 0 24 80 
0 0 11 38 
2 0 10 34 

2 7 205 589 

MODEl: F 1 

RUJUK 1-
1-

KE J: Ill..-
< !II ' ...J .!!! (I) 

::!!! s:;:.:,e. 
I II ::::> ::l ..., E 

22 23 24 25 

0 0 0 416 
0 0 0 153 
2 4 6 190 
0 0 0 225 
0 0 0 244 
0 0 0 314 
0 0 0 243 
0 0 0 465 
0 0 0 652 
0 0 0 358 
0 0 0 297 
0 0 0 205 
1 0 1 272 
0 0 0 652 
0 3 3 613 
0 0 0 298 
0 0 0 319 

3 7 10 5916 

Bantu!, Desember 2014 
Kasi Simas Islam 

H. Sidik Pramono. S. Ag, MSi 
NIP. 19700303 199703 1 004 

KET 

26 
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NO NAMA SUAMI /ISTERI 

I PAJANGAN 

1. 

2. 

3. 

II BAMBANGLIPURO 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ill KRETEK 

11 

12 

13 

14 

IV PIYUNGAN 

15 

16 

I 17 

18 

19 

20 

21 

DATA PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2013 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL 

ALAMAT USIA PENDIDIKAN PEKERJAAN 

Krapyak Rt. 02, Panggungharjo, Sewon 17 Tahun SMP Buruh 

Kembang Putihan Rt.Ol, Guwosari, Pajangan 14 Tahun SD -

Benyo Rt.04, Sendangsari, Pajangan 14 Tahun SD -

Turi Sidomulyo 14 Tahun SMP 0 

Kepuh Mulyodadi 16 Tahun SMP 0 

Samen Sumbermulyo 18 Tahun SLTA 0 

Sirat Sidomulyo 15 Tahun SMP 0 

Cungkup Sidomulyo 17 Tahun SMP 0 

Cungkup Sidomulyo 16 Tahun SMP 0 

Gunungan Sumbermulyo 15 Tahun SMP 0 

Kalangan Tirtohargo Kretek 16 Tahun SMP 

Gading Lumbung Donotirto Kretek 15 Tahun SD 

Karangweru Tirtomulyo 15 Tahun SLTP 

Tempel Sidomulyo Kretek 16 Tahun SLTP 

Banyakan Sitimulyo Piyungan 17 Tahun SMP Swasta 

Randusari Karangganom Sitimulyo 15 Tahun SMP 

Prawedanan Potorono Banguntapan 18 Tahun SMP Swasta 

Cepokojajar Sitimulyo Piyungan 15 Tahun 

Mojosari Srimartani Piyungan 17 Tahun SLTP Buruh 

Jomblang Sompilan Tegaltirto Berbah 17 Tahun SMP Swasta 

Banyakan II Sitimulyo Piyungan 15 Tahun SD Karyawan 

ALASAN/SEBAB 

Calon lsteri hamil 7 bulan 

Sudah Hamil 7 bulan 

Sudah Hamill bulan 

Sudah hubungan biologis 

Calon lstri Hamil 7 Bulan 

Calon lstri Hamil 3 Bulan 

Hamil 2 Bulan 

Calon lstri Hamil 2 Bulan 

Hamil 2 Bulan 

Hamil2 Bulan 

Colan istri Hamil 7 bulan 

Hamil 7 bulan 

Hamil 3 bulan 

Colon istri Hamil 3 bulan 

Calon istri Hamil 2 Bulan 

Hamil 6 bulan 

sudah hubungan badan dan melahirka n anak 

Hamil 4 bulan 

Calon istri 1 bulan 

Terhindar dari berbuat zina 

Hamil 4 bulan 
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v IMOGIRI 
22 Karangganom Wonokromo Pleret 15 Tahun SLTP Buruh Senang- senang 
23 Kedung Jati Selopamioro lmogiri 13 Tahun so Swasta Hamil 
VI DLINGO 
24 Rejosari Rt 01 Terong Olingo 18 Tahun SLTP Swasta Calon lstri Hamil 2 Bulan 

25 Seropan II Rt 02 Muntuk Olingo 18 Tahun SLTP Swasta ortu takut terjadi hal yg tak di inginkan 

26 Gunung Cilik Muntuk Olingo 18 Tahun SLTP Buruh Ortu takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan 

27 Salam Rt 02 Temuwuh Olingo 15 Tahun SLTP Swasta Ortu takut terjadi hal-hal yang tak di inginka n 

28 Seropan II Rt 06 Muntuk Olingo 17 Tahun SMP Swasta Ortu takut terjadi hal-hal ya ng tak diinginkan 

29 Ngunut Rt 01 Temuwuh Olingo 15 Tahun so Swasta Sudah hamil l bulan 

VII BANGUNTAPAN 
30 15 Tahun so Siap menikah 
31 15 Tahun so Siap menikah 
32 15Tahun so Buruh Siap menikah 
33 15 Tahun so Siap menikah 
34 16 Tahun SLTP Siap menikah 
35 16 Tahun SLTP Siap menikah 
36 16 Tahun SLTP Siap menikah 
37 14 Tahun so Siap menikah 
38 17 Tahun SLTA Siap menikah 
39 17 Tahun SLTP Swasta Siap menikah 
40 15 Tahun so Siap menikah 
41 17 Tahun SLTP Siap menikah 
42 17 Tahun SLTP Swasta Siap menikah 
43 17 Tahun so Buruh Siap menikah 
44 18 Tahun SLTP Swasta Siap menikah 
45 18 Tahun so Siap menikah 
46 15 Tahun so Siap menikah 
47 18 Tahun SLTP Siap menikah 
VII PANDAK 
48 18 Tahun SLTP Calon istri terlanjur hamil 
49 18 Tahun SLTA Calon istri terlanjur hamil 
50 15 Tahun SLTp Terlanjur hamil 
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51 15 Tahun so Calon istri terlanjur hamil 
52 14 Tahun so Terlanjur hamil 
IX SRANDAKAN 

53 15 Tahun SMP Hamil 
X Bantu/ 

54 Jl P Batur Rt 13 Pamusia Tarakan Tengah Kaltim 18 Tahun SLTA Mahasiswa Colan istri sudah Hamil 
55 Gempolan kulon Rt002 Klembon Trirenggo Btl 18 Tahun SMP Pelajar Calon lstri Sudah hamil 
56 Ngaran Gilangharjo Pandak 18 Tahun so Buruh Calon lstri Sudah hamil 
57 Nglebak Oagaran Palbapang 18 Tahun SMK Buruh Sudah hamil 
58 Bakula Rt 04 Trirenggo 18 Tahun SLTP Buruh Calon lstri Sudah hamil 
59 Jedikan OS Pasutan Rt OS Trirenggo 17 Tahun SLTP Swasta Calon lstri Sudah hamil 
60 Kasongan Rt 03 Kajen Bangunjiwo Kasihan 18 Tahun SMK Buruh Calon lstri Sudah hamil 
61 Kweden Rt 03 Trirenggo 16 Tahun SLTP Buruh Calon lstri Sudah hamil 
62 Tegal malang OK Grujugan RT 10 Bantul 15 Tahun SLTP Buruh Sudah hamil 
63 Gandok Rt 01 Timbulharjo Sewon 16 Tahun SLTP Swasta Calon lstri Sudah hamil 
64 Selika II Tanjung Kemuning Kaur 18 Tahun SMP Wiraswasta Calon lstri Sudah hamil 
65 Siyangan Rt 005 Triharjo Pandak 18 Tahun SMK Swasta Calon lstri Sudah hamil 
66 Banjargede RT/RW 06/02 Banjar Kretek Wnsobo 17 Tahun SMP Pelajar Calon lstri Sudah hamil 
XII PLERET 

67 Ngentak Rt 02 Jetis 18 Tahun SMP Swasta Calon lstri Sudah hamil 
68 Ketonggo Rt 03 WonokromoPieret 15 Tahun Mts Wiraswasta Sudah hamil 
69 Oahromo lsegoroyoso 15 Tahun so Wiraswasta Hamil 3 bulan 
70 Glagah Tamanan Banguntapan 18 Tahun SMP Swasta Calon lstri Sudah hamil 
71 Ketonggo Rt 02 WonokromoPieret 15 Tahun SMP Wiraswasta Sudah hamil 
72 Jembangan Segoroyoso 16 Tahun so Wiraswasta Calon lstri Sudah hamil 
XII KASIHAN 

73 Mrisi Tertonirmolo Kasihan 15 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
74 Sanggrahan Rt 08 Ngestiharjo 16 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 

I 75 Kadipiro Rt OS Ngestiharjo 17 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
76 Somodaran Rt 3 Ngestiharjo 17 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
77 Karanggede kulon Karangkates Banyumas 17 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
78 Oonotirto Bangunjiwo 17 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
79 Jaten Ngestiharjo 18 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
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80 Senggotan Tirtinirmolo 

81 Cebongan Ngestiharjo 

82 Pepe Trirenggo Bantu I 

83 Nitipuran Ngestiharjo 

84 Sonopakis Lor Ngestiharjo 

85 Sonopakis Kidul Ngestiharjo 

86 Kwaron Ngestiharjo 

87 Mrisi Rt 07 Tertonirmolo Kasihan 

88 Tempuran Tamantirto 

89 Gesik Rt 03 Kalipucang Bangunjiwo 
XIII SEWON 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

-
18 Tahun SMP 

18 Tahun SMP 

18 Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

15Tahun SMP 

15 Tahun SMP 

16 Tahun 

15 Tahun 

17 Tahun 

17 Tahun 

17 Tahun 

18 Tahun 

18 Tahun 

18 Tahun 

18 Tahun 

18 Tahun 

Buruh 

Buruh 

Swasta 

Swasta 

Pelajar 

Swasta 

Swasta 

Pelajar 

Wiraswasta 

Buruh 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Calon istri sudah hamil 

Bantu I, 

Kasi Bimas Islam 

H. Sidik Pramono, S.Ag, M .Si. 

NIP. 107003031997031004 

43252.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



NO NAMA SUAMI /ISTERI 

KUA BAMBANGL/PURO 

1 

2 

3 

4 

KUA SRANDAKAN 

5 

KUA DLINGO 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

KUASANDEN 

13 

14 

15 

DATA PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2014 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL 

ALAMAT TANGGAL LAHI PENDI PEKERJAAN 

Bregan Rt.05 Mulyodadi 05/10/1999 SMP -

Lodosewu Rt,04/Rw.08 Tejosari 16/01/1996 SLTP Buruh Tani 

Ngablak Magelang 

Prenggan Rt . 01 Palbapang Btl 17/11/1996 SLTP Sat pam 

Tegalsari Donotirto Kretek 03/10/1997 SLTP Pelajar 

Godegan Rt.05 Poncosari 26/02/1997 SMP Pelajar 

Pakis II Rt.003 Dlingo 10/07/1995 SD Buruh 

Kanigoro Rt.32 Mangunan 11/03/1999 SD Swasta 

Tegalawas Jatimulyo Dlingo 12/09/2000 SD -

Nglampengan Rt.04 Temuwuh 06/05/1999 SMP -

Gunung Cilik Rt. 01 Muntuk 25/10/1999 SD Buruh 

Banyu urip Jatimulyo Dlingo 26/12/1998 SMP -

Ngunut Rt.05 temuwuh Dlingo 07/09/1996 SD Buruh 

Proketen rt. 29 Trimurti Srandakan 10/06/1996 SLTP Buruh 

Soko Gadingsari Sanden 01/10/1998 SLTP Swasta 

Ceme Dk.l Gedongan Srigading Sanden 18/04/1999 SD Swasta 

ALASAN/SEBAB 

Telah hamil 2 bulan 

Calon lsteri sudah hamil 

Calon lsteri sudah hamil 3 bulan 

Calon lsteri telah hamil 2 bulan 

Calon lsteri telah hamil 2 bulan 

Calon lsteri sudah hamil 2 bulan 

Sudah hamil4 bulan 

Keduanya sudah terlalu dekat khawatir 

terjadi hal yang t idak diingin kan. 

Hubungan terj alin 12 bulan la lu ora ng tua 

khawatir terjadi pergaulan bebas. 

Sudah hamil 2 bulan 

Hubungan sudah terlalu lama ora ng tua 

khawati r terj adi hal tidak diinginka n. 

Hubungan terlanjur dekat orang tua 

kuatir t erjadi hal tidak diinginkan. 

Sudah hamil 

Telah hamil 
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- -
KUA PAJANGAN 

16 Muja-Muju Rt.39/ll 18Th SD - Calon lsteri hamil 3 bulan 
17 Jambean Rt.05 Triwidadi Pajangan 17Th SD Buruh Calon isteri hamil 6 bulan 
18 Ngabean Rt.01 Triharjo, Pandak 16Th SLTP Buruh Calon lsteri hamil 2 bulan 
19 Bungsing Rt.02 Guwosari Pajangan 18Th SD Buruh Orang tua khawatir melanggar syari'ah 

agama I zina 
20 Temben Rt.40/ll Ngentakrejo 18Th SMK Swasta Calon lsteri hamil 4 bulan 
21 Polaman baru C/11 Bangntapan 18Th SLTA Swasta Calon lsteri hamil 2 bulan 

KUASEWON 

22 Menayu lor Tirtonirmolo Kasihan 24/05/1996 SD Karyawan Calon Manten sudah hamil 
23 Priyan 22/05/1996 SD Swasta Calon Manten sudah hamil 
24 Pringgading Guwosari, Pajangan 06/06/1995 SD Buruh Calon Manten sudah hamil 
25 Dengkeng Wukirsari lmogiri 02/09/1995 SD Dagang Calon Manten sudah hamil 
26 Jet is 12/11/1995 SMA - Calon Manten sudah hamil 
27 Jambor Rt.03 Timbulharjo 13/07/1999 - Calon Manten sudah hamil 
28 Bantu I 25/03/1996 SMA Swasta 
29 Klembon Trirenggo Bantu! 07/10/1995 SMA Swasta Calon Manten sudah hamil 
30 Tembi Rt.04 Timbulharjo Sewon 20/02/1999 SMA Swasta Calon Manten sudah hamil 
31 Sew on 25/05/1997 SMP - Calon Manten sudah hamil 
32 Ngampilan 06/04/1999 SD - Calon Manten sudah hamil 
33 Bantu I 07/04/1996 SMA Swasta Calon Manten sudah hamil 
34 Sewon 11/01/1997 SMP - Calon Manten sudah hamil 
35 Kali Pucung, Bangunjiwo, Kasihan 07/03/1997 SMP - Calon Manten sudah hamil 
36 Pringgokusuman Yogyakarta 07/07/1997 - - Calon Manten sudah hamil 
37 Jet is 29/03/1999 SD Swasta Calon Manten sudah hamil 
38 Sew on 10/07/1999 SD Swasta Calon Manten sudah hamil 
39 Depok 08/02/1998 SMP Swasta Calon Manten sudah hamil 
40 Jokerten, Timbulharjo, sewon 28/01/1999 SMP Swasta Calon Manten sudah hamil 
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KUA PLERET 

I 41 Karet Rt.08 Pleret 10/12/1996 SLTP Buruh Calon isteri hamil 2 bulan 
42 Karanggayam Rt.04 Segoroyoso 17/05/1999 SD Buruh Sudah kenalan 12 bulan hubungan men 

sangat erat sekali 
43 Gampar Kepatihan Tamanmartani Sleman 21/02/1999 SD - Pacaran 2 Th hamil 2 bulan 
44 Gampar Kepatihan Tamanmartani Sleman 18/05/1998 SD -

45 Gunungan Rt. 04 Pleret 01/06/1996 SD Buruh Sudah tunangan 18 bulan 
46 . Wirokerten 28/06/1996 SLTP Buruh Calon isteri hamil 3 bulan 

KUA IMOGIRI 

47 Srunggo I, Selopamioro, lmogiri 06/03/1999 SD Swasta Hamil 
KUA SEDAYU 

48 Dingkikan, Argodadi, Sedayu 17/11/1996 SLTA Buruh Calon isteri hamil 7 bulan 
49 Plawonan, Argomulyo 03/12/1998 SLTP - Hamil 5 bulan 
50 Jambon, Sidoarum, Godean 06/12/1998 SLTP -

51 Kaliurang, Argomulyo 31/121998 SLTP - Hamil 
52 Tambakbayan, Catur tunggal, Depok 26/05/1996 SLTP - Hamil 
53 Pedes Rt.04, Argomulyo 26/10/1995 SLTP Swasta Hamil 
54 Dingkikan, Argodadi, Sedayu 06/07/1998 SLTP - Hamil 
55 Kemusuk Lor, Argomulyo 12/07/1996 SLTA - Hamil 

KUA PIYUNGAN 

56 Karanganom, Siti mulyo 26/03/1999 SD - Sudah lama Pacaran 
57 Jomblangan, Banguntapan 20/09/1996 SLTP - Hamil3 bulan 
58 Nglangeran Patuk Gunungkidul 19/11/1996 SD Buruh Sudah lama Pacaran 

KUA PANDAK 

59 Juwono, Triharjo, Pandak 28/06/1998 SLTP Buruh Hamil 
60 Gesikan IV, Rt.03 20/10/1995 SLTP - Hamil 
61 Gondang, Kemejing loano Purworejo 28/08/1996 SLTP Buruh Hamil 
62 Sribitan Rt.03, Bangunjiwo, Kasihan 13/06/1995 SD - Hamil 
63 Gesikan Ill Rt.04 Wijirejo 09/09/1998 SD - Hamil 
64 Mangir Kidul Rt.03, Sendangsari Pajangan 02/10/1995 SD - Hamil 
65 Tegal sempu Rt.02, Caturharjo 11/04/1997 Sltp - Hamil 
66 Tegallayang Rt.lO Caturharjo 05/01/1999 SD -

67 Bergan Rt.Ol, Wijirejo 03/03/1998 SLTP - Hamil 
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68 Mangiran Sapuangin, Srandakan 12/09/1997 SLTP - Hamil 
69 Ngujung, Gadingharjo, Sanden 22/01/1998 SLTP - Hamil 
70 Kembang Kalipucang, Bangunjiwi 28/10/1998 SLTp - Hamil 

KUA KASIHAN 

71 Caben Rt. 02 Sumbermulyo, bambanglipurc 22/01/1997 SMP - Hamil 
72 Keloran Rt. 06 Tirtinirmolo, Kasihan 18/11/1997 SMP - Hamil 
73 Gedongkiwo MJ 1/650 Yogyakarta 22/02/1997 SD - Hamil 
74 Jogonegaran GT 1/902, Yogyakarta 28/08/1996 SMP - Hamil 
75 Gunungsempu Rt.09 Tamantirto, Kasihan 01/06/1996 SMA - Hamil 
76 Krajan Trasan, Bandongan Magelang 29/06/1996 SMK - Hamil 
77 Grogol, Parangtritis Kretek 20/06/1996 SMA - Hamil 
78 Karanganyar, Sinduadi, Mlati, Sleman 22/08/1996 SMP - Hamil 
79 Kalibayem Rt. 08 Ngestiharjo, Kasihan 10/01/1999 SD - Hamil 
80 Padokan lor Rt.02 Tirtonirmolo Kasihan 27/07/1998 SD - Hamil 
81 Sonopakis lor, Ngestiharjo, Kasihan 14/11/1998 SMP - Hamil 
82 Cemplung lor Rt.01 Tirtonirmolo kasihan 25/03/1998 SD - Hamil 
83 Jagan Rt.03 Bangunjiwo, Kasihan, 27/08/1998 SMS - Hamil 
84 Kalangan Rt.06 Bangunjiwo, Kasihan 10/06/1998 SMP - Hamil 

KUAPUNDONG 

85 Klaras, Jetis 11/05/1998 SMK - Hamil 
86 Kalidadap 24/10/1996 SMP Buruh Hamil 
87 Taraungan 19/09/2000 SD - Hamil 

KUA BANTUL 

88 Piringan Rt.02, Pendowoharjo, Sewon 06/12/1996 SMP - Hamil 
89 Banyakan Ill, Sitimulyo, Piyungan 14/04/1997 SMP - Hamil 
90 Jedikan Pasutan Rt.03 Trirenggo Bantul 18/02/1998 SD Swasta Hamil 
91 Deresan, Ringinharjo, Bantul 05/10/1998 SD - Hamil 
92 Gemahan Rt.03 Ringinharjo, Bantul 05/02/1997 SMP Buruh Hamil 
93 Kp Jati Selatan 004/008 Jatinegara Kaum 14/09/1998 SMP - Hamil 
94 Jombok Siten Rt.007 Sumbermulyo 27/03/1998 SMP - Hamil 
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KUA BANGUNTAPAN 

95 Grojogan Rt.004, Tamanan, Banguntapan 

96 Segoroyoso I Rt.01 Pleret 

97 Bulu Plembangan Rt.06/26 Jogotirto, Berba 

98 Sumber rt.03/09 Planjan Septosari 

99 Tangkisan Demangan Rt.05/04 Kalitirto, Be 

KUA KRETEK 

NIHIL 

KUA JETIS 

100 Keyongan Sabdodadi, Bantul 

101 Srurribung, Segoroyoso, Pleret 

102 Blawong I, trimulyo, Jetis 

15 Tahun SLTP 

18 Tahun SLTP 

17 Tahun SLTP 

17 Tahun SD 

18 ahun SLTP 

05/05/1996 SMP 

12/01/1999 SMP 

03/02/1998 SMP 

-

-

-

Buruh 

-

Buruh 

Buruh 

Swasta 

Hamil 

Hamil 

Hamil 

Sudah tunangan kwawatir melanggar Agama 

Hamil 

Hamil 

Hamil 

Bantu I, 

Kasi Bimas Islam 

H. Sidik Pramono, S.Ag, M .Si. 

NIP. 107003031997031004 
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NO NAMA SUAMI /ISTERI 

PAJANGAN 

1 

2 

3 

4 

5 

BAMBANGL/PURO 

6 

IMOGIRI 

7 

8 

9 

10 

KRETEK 

11 

12 

DliNGO 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

DATA PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2015 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL 

AlAMAT UMUR PENDIDU PEKERJAAN AlASAN/SEBAB 

Kalak ijo, Guwosari, Pajangan 18 Tahun SLTP Kery. Swasta Khawatir melanggar Syari'at Islam 

18 Tahun SLTP Buruh Calon lsteri hamil 2 bulan 

Krandohan Rt.06, Pendowoharjo, Sewon 18 Tahun SD Buruh Calon lsteri hamil 3 bulan 

Ngentak Dk. Kadirojo, Sabdodadi, Bantul 17 Tahun SLTP Buruh Calon lsteri hamil 7 bulan 

Ngampilan Rt.36, Notoprajan, Yogyakarta 18 Tahun SLTA Mahasiswa Calon lsteri ham il 4 bulan 

Sambeng Srandakan 18 Tahun SMK 0 Calon lstri Hamil 2 Bulan 

Kemasan Karangtengah lmogiri 17 Tahun SD Swasta Calon lstri Hamil 

Kalidadap II Selopamiora lmogiri 18 Tahun SD Swasta Calon lstri Hamil 

Jatirejo Wukirsari 18 Tahun SD Wiraswasta 

Karangtalun Wukirsari 15 Tahun SD Swasta 

Babakan Poncosari Srandakan 18 Tahun SMK 0 Calon lstri Hamil 

Mriyan Donotirto Kretek 15 Tahun SMK 0 Hamil 

Lungguh Rt OS Temuwuh Dlingo 15 Tahun Mts Swasta Sudah tunangan, ortu khawat ir terjadi hal buruk 

Banyuurip, Rt 02 Jatimulyo Dl ingo 17 Tahun SD Buruh Ortu khawat ir terjadi Hubungan yg dilarang agama 

Seropan Ill Rt 06 Muntuk Dlingo 15 Tahun SMP Swasta Hub sudah lama ortu takut terjadi hal ya ng buruk 

Tangkil Rt 01 Muntuk Dlingo 16 Tahun Mts Buruh Ortu khawatir terjadi Hubungan yg di larang agama 

Loputih Rt 008 Jatimulyo Dlingo 17 Tahun SLTP Buruh Ortu khawat ir terjadi Hubungan yg dilarang agama 

Nglampengan Temuwun Dlingo 17 Tahun SMP Buruh Sudah sering menginap se lama 2 bulan 

Ngenep Rt 04 Terong Dlingo 14 Tahun SD 0 Sudah bertunangan lama, Ortu takut tjd hal buruk 

Seropan Ill Rt 02 Muntuk Dlingo 15 Tahun SLTP Swasta Hub sudah lama ortu takut terjadi hal ya ng buruk 

Jambewangi Temuwuh Dlingo 14 Tahun SD Buruh Hub sudah lama ortu taku t terjadi hal ya ng bu ruk 

0 

0 
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22 Saradan Rt OS Terong Dlingo 15 Tahun 
-

SLTP Swasta Ortu khawatir terjadi Hubungan yg dilarang agama 

23 Muntuk Rt 02 Muntuk Dlingo 15 Tahun SD Swasta Hamil 5 Bulan 
24 Tegallawas Rt 03 Jatimulyo Dlingo 14 Tahun SD Buruh Hamill Bulan 

PIYUNGAN 

25 Klenggotan Srimulyo 15 Tahun SMP Siap nikah takut berbuat zina 
26 Semilir Rt 18 Patuk Gunungkidul 17 Tahun SLTA Wiraswasta Sudah berhubungan badan belum hamil 

27 Kabregan Srimulyo Piyungan 17 Tahun SLTP Hamil 4 bulan 
BANGUNTAPAN 

28 17 Tahun SLTP Calan istriHamil diluar nikah 
29 17 Tahun SLTP Hamil diluar nikah 
30 18 Tahun SLTP Buruh Calon isrti Hamil diluar nikah 
31 16 Tahun SLTP Hamil diluar nikah 
32 15 Tahun SLTP Siap menikah 
33 18 Tahun SLTP Swasta Calon lstri Hamil diluar nikah 
34 15 Tahun SD Petani Hamil diluar nikah 
35 17 Tahun SMP Swasta Calon lstri Hamil diluar nikah 
36 18 Tahun MAN Buruh Siap menikah 
37 15 Tahun SMP Buruh Siap menikah 
38 17 Tahun SMP Siap menikah 
39 17 Tahun SMP Buruh Hamil diluar nikah 
40 18 Tahun SLTA Pelajar Siap menikah 
41 17 Tahun SLTP Wiraswasta Hamil diluar nikah 
42 18 Tahun SD Swasta Hamil diluar nikah 

PUN DONG 

43 Karangnongko Panggungharjo Sewon 18 Tahun SMP Swasta Calon istri sudah hamil 
PAN OAK 

44 16 Tahun SLTP Pelajar Calon lstri terlanjur hamil 
45 15 Tahun SLTP Pelajar Terlanjur hamil 
46 18 Tahun SLTP Buruh Calon istri terlanjur hamil 
47 16 Tahun SLTP Buruh Calon istri terlanjur hamil 
48 18 Tahun SLTP Calon istri terlanjur hamil 
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SEDAYU 

49 18 Tahun SMK Buruh Calon istri hamil 2 bulan 
so 16 Tahun SLTP Swasta Calon istri hamil 2 bulan 
52 18 Tahun SLTP Swasta Calon istri sudah hamil 
53 Jundi lao semampir Argorejo 15 Tahun SLTP Sudah hamil 
54 18 Tahun SLTP Buruh Calon istri hamil 

JET IS 

55 Cebolan lmogiri 17 Tahun Calon istri sudah hamil 
KASIHAN 

56 Tamantirto 16 Tahun SMP Buruh Calon istri sudah hamil 
57 Bangunjiwo 16 Tahun SMP Buruh Calon istri sudah hamil 
58 Kadipaten kidul44 RT/RW 9/3 Kadipaten Kra 16 Tahun SD Calon istri sudah hamil 
59 Bangunjiwo 16 Tahun SMP Buruh Calon istri sudah hamil 
60 Dadap bong Rt 04 Sendangsari Pajangan r7 Tahun SD Buruh Calon istri sudah hamil 
61 Bangunjiwo 17 Tahun SMP Buruh Calon istri sudah hamil 

I 62 Jl Adi Sucipto 86 RT/RW 05/03 janti yogyaka 17 Tahun SMK Calon istri sudah hamil 
63 Ngestiharjo 17 Tahun SMP Calon istri sudah hamil 
64 Pepe Rt 06 Trirenggo Bantul 18 Tahun SMP Buruh Calon istri sudah hamil 
65 Bangunjiwo 18 Tahun SD Buruh Calon istri sudah hamil 

SRANDAKAN 

66 18 Tahun SMA Swasta Calon istri sudah hamil 
67 18 Tahun SMA Wiraswasta Calon istri sudah hamil 

I 
SANDEN 

68 Karangweru Tirtomulyo Kretek 18 Tahun Calon istri sudah hamil 
69 Karanggayar Gadingsari Sanden 15 Tahun Sudah hamil 
70 JL Wuluh 10 Papringan CT Depok Sleman 18 Tahun Calon istri sudah hamil 
71 Bantulan soko Gadingsari Sanden 17 Tahun Calon istri sudah hamil 
72 Tinggen Srigading Sanden 15 Tahun Sudah hamil 
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BANTUL I I I I 
73 Nogosari Gilangharjo Pandak 18 Tahun SMA Buruh Calon istri sudah hamil 

74 Karanggede Rt 01 Dagen Pendowoharjo Sew 16 Tahun SMP Pelajar Calon istri sudah hamil 

75 Bebekan Kadekrowo Gilangharjo Pandak 18 Tahun SMK Kery. SwastaCalon istri sudah hamil 

76 Priyo 007 Trirenggo Bantul 15 Tahun SMP Hamil 

77 Turi Ill Rt 02/27 Donokerto Turi Sleman 18 Tahun so Karyawan Calon istri sudah hamil 

78 Bajang Wijirejo Pandak 18 Tahun SMP Pelajar Calon istri sudah hamil 

79 Koripan II Rt 04 Dlingo 18 Tahun SMP Pelajar Colon istri sudah hamil 

80 Ngambah Rt 005 Mulyodadi Bambanglipuro 18 Tahun SMA Swasta Calon istri sudah hamil 

PLERET 
81 Dahromo Rt 06 Segoroyoso 15 Tahun SMP Buruh Sudah hamil 3 bulan 

82 Kedato Rt 01 Pleret 18 Tahun SMP Wiraswasta Calon istri sudah hamil 

I 
SEWON 

83 16 Tahun SLTP Buruh Calon istri sudah ham il 

84 15 Tahun SLTP Swasta Sudah hamil 

85 16 Tahun SLTP Swasta Calon istri sudah hamil 

86 18 Tahun SMA Swasta Calon istri sudah hamil 

87 18 Tahun SLTA Wiraswasta Calon istri sudah hamil 

88 18 Tahun SLTP Buruh Calon istri sudah hamil 

89 18 Tahun SLTA Swasta Calon istri sudah hamil 

90 18 Tahun SLTP Swasta Calon istri sudah ham il 

91 18 Tahun SLTA Wiraswasta Calon istri sudah hamil 

92 18 Tahun SLTP Swasta Calon istri sudah hamil 

93 14 Tahun SLTA Swasta Calon istri sudah hamil 

94 14 Tahun SLTP Swasta Sudah hamil 

95 15 Tahun SLTP Swasta Sudah hamil I 

Bantu I, 

Kasi Bimas Islam 

H. Sidik Pramono, S.Ag, M .Si. 

NIP. 107003031997031004 
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No.118,2016 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN BANTUL 

Bagian Orga11isasi Sekreta.riat Daerah Kabupaten Bantul. 
PEMERINTAH DAERAH. ORGANISASI. TATA LAKSANA. 
Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas. Fungsi. Tata Kerja. 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

BUPATIBANTUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN Bt.JPATI BANTUL 

NOMOR 118 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANTUL, 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, - Fungsi, dan Tata 
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal8 Agustus 1950 Nomor 44) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6 . Pera.turan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang 
Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah 
Daera..'i Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
J....embaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bantu! (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 73) ; 
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Menetapkan : 

MEMU T USK A N: 

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
BANTUL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 
2. Bupati adalah Bupati Bantu!. 

· 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 

KEDUDUKAN, 
TATA KERJA 
BERENCANA, 

KABUPATEN 

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa yang selanjutnya disebut DPPKBPMD adalah Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bantu!. 

5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Bantul. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana 
Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Masyara_~at dan Desa Kabupaten Bantul. 

7. Satua.."! Organisasi adalah dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, seksi, unit 
pelaksana teknis dan kelompok jab a tan fungsional. 

8. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

9. Jabatan Pungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, -tanggung 
. jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Dinas 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri . 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) DPPKBPMD merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) DPPKBPMD dipimpin oleh Kepala Dinas . 

(3) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
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Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 
a . penyusunan rencana kerja Sekretariat; 
b . perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, 
hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; 

d. pengelolaan barang milik daerah; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPPKBPMD; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPPKBPMD; 
g. pelaksanaan .:nonituring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 9 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Sub Bagian Keuangan dan A set; 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Program berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

(3) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian 
Program menyelenggarakan fungsi : 
a. penynsunan rencana keija Sub bagian; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

evaluasi; 
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan 

anggaran; 
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan. 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan 
h . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Pasal 3 

DPPKBPMD mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan 
masyarakat dan desa. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta pasal 3, DPPKBPMD 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 
b. pelaksanaan kebijak<...11 bidang pengendaliru: penduduk dan keluarga berencana 

serta pemberdayaan masyarakat dan desa· 
c. p!!laksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi DPPKBPMD, terdiri atas : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; 
c. Bidang Keluarga: Berencana; 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
e. UPT; da.'1 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi DPPKBPMD sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
SEKRETARIAT DAN BIDANG 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPPKBPMD. 
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Pasal 11 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiail berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
a . penyusunan rencana kerja Sub bagian; 
b. penyiapan bahan perum'.lsan kebijakan teknis urusan umum dan 

kepegawaian; 
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 
e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
f. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 
g. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan; 
i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana; 

· i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 
Bagian; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan dan · Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset. 

(4) Dalam melaksanakan tug;as sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian 
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana·kerja Sub bagian; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset; 
c. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
d. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan 
a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 

Pasal 13 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris. 

(2) Bidang PengendRlian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga 
dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Pengendali8.11 Penduduk dan Keta.hanan Kesejahteraan Keluarga 
mempunyai tugas melaksa...~akan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 
pengendalian penduduk dan ketahanan kesejahteraan keluarga. 

Pasall5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang 
Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Bidang; 
b. perumusan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk 

dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
c. pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk 

dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
d. pemberian bimbingan teknis dan · supervisi bidang advokasi dan pergerakan, 

pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan 
kesejahteraan kelnarga; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pclaporan bidang advokasi dan 
pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 
. e" pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai deng=-~ tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 16 

Bidang Pengendalia.'1 Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, terdiri 
atas: 
a . Seksi Advokasi dan Penggerakan; 
b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan 
c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

Pasal 17 

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan. 
Keluarga. 

(2) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi. 
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(3) Seksi Advokasi dan Per:ggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dan penggerakan 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

(4) Dalarn melaksanakan tuga s sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Seksi 
Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalia.11 penduduk dan keluarga berencana; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d . pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

perguli:-an kelompok; 
e. pemberian bimbingan teknis dan supervis! bidang advokasi dan penggerakan 

per:gendalian penduduk dan keluarga berenca1·1a; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapora.11 bidang advokasi dan 

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. 

(2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Ke1uarga dipimpin oleh Kepala 
Seksi. 

(3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 
pengendalian penduduk dan informasi keluarga. 

mempunyai tugas 
kebijakan bidang 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi; 
b. penyiapan bahan perumusan kel:!ijakan teknis bidang pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 
c. penyiapan bahan · pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 
d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

rangka pengendalian kuantitas penduduk; 
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 
f. pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengendalian penduduk dan informasi keluarga; 
h. pela.ksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Pasal19 

1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
bertanggung j awab kepada Kcpala Bidang 
Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. 

berkedudukan di bawah dan 
Pengendalian Penduduk dan 

Q) Seksi l(etahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi. 

3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan 
tahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga. 

4) Dalam mdaksanakan tugas sebagclimana dimaksud pada ayat (3), Sel{si 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi; 
b . penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
d. pelaksanaa..'1. pembinaan ketahanan keluarga melalui tribina (Bina Kelua.rga 

Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia); 
e. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan 

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 
f. pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen 

serta pemasaran hasH produksi usaha kelompok; 
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
h . pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Keluarga Berencana 

Pasal20 

(1) Bidang Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Pa.sal 21 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana. 
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Pasa1 22 

alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a pasal 21 , Bidfu"lg 
· eluarga Berencana menyelenggarak:an fungs i. ; 
. penyusunan rencana keija bidang; 
. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana; 

·. pelak:sanaan kebijakan bidang keluarga berencana; 
i. pemberiar1 bimbingan teknis dan supervisi bidang keluarga berencana; 
. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keluarga berencana; 
. pelaksan&an monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal23 

Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas : 
1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; 
Q. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan 
<3 . Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 

Pasal24 

(1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

(2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(3) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kelt::arga berencana. 

(4) Dalam melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 
Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fu.ngsi : 
a . penyusunan rencana kerja Seksi ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga 

berencana; 
c. penyi&:tpan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga 

berencana; , 
d. pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat obat 

kontrasepsi; 
e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana; 
f. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi teknis dalam 

penyusunan dan pengembangan kebijakan operasional pelayanan keluarga 
berencana; 

g. penyiapan bahan pem berian bimbingan teknis dan supervisi bidang 
pelayanan keluarga berencana; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan keluarga 
berencana; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungs i Seksi; 
dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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Pasal25 

(1) Seksi Pembinaan Kelernbagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

(2) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(3) Seksi Pembinaan 
perumusan dan 
keluarga berencana. 

Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 
Pe!!lbinaan Kelembagaa."l menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana kerja Seksi; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan 

kelembagaan keluarga berencana; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan 

kelembagaan keluarga berencana; 
d. pelaksanaan identiflkasi, klasifikasi dan stratifikasi institusi Keluarga 

berencana 
e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan Ber KB; 

· f. pembinaan kelembagaan dan lembaga pelayanan Keluarga Berencana; 
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pembinaan kelembagaan keluarga berencana; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan 

kelembagaan keluarga berencana; 
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugaR dan fungsinya. 

Pasal26 

(1) Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

(2) Seksi Pelayanan Kornunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala 
Seksi. 

(3) Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan . 
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 
d . pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana; 
e. pelaksanaan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga 

berencana; 
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superv1s1 bidang 

pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; 
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h . pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; 
dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pasal27 

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas IT!.elalui Sekretaris. 

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Pasal28 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan 
de sa. 

Pasal29 

!)alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakah fungsi : 
a . penyusunan rencana kerja Bidang; 
b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
c. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masy&rakat 

dan desa; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasa130 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas : 
a . Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa; 
b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan 
c. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat 

Guna. 

PasaJ 31 

(1) Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Masyarakat dan Desa. 

Desa berkedudukan di 
Bidang Pemberdayaan 

(2) Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa dipimpin oleh Kepala 
Seksi. 

(3) Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 
oengembangan sumberdava dan infrastruktur desa. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 
Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya 

dan infrastruktur desa; 
c. penyiapan bahan pelaksanafuJ. kebijakan bidang pengembangan sumber daya 

dan infrastruktur desa; 
d. penyiapfui. bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengembangar. sumberdaya dan infrastruktur desa; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, can pelaporan bidang pengembangan 

sumberdaya dan infrastruktur desa; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal32 

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

(2) ·Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala 
Seksi. 

(3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 
ppengembangan kelembagaan masyarakat dan desa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Seksi 
Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi : 
a . penyusunan rencana kerja Seksi ; 
b . penyiapan baha."l perumusan kebijakan bida."lg pengembangan kelembagaan 

masyarakat dan desa; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kelembagaan 

masyarakat dan desa; 
d. penyiapan . bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan 

kelembagaan masyarakat dan desa; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 33 

(1) Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat 
Guna berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(2) Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat 
Guna dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(3) Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan bidang pengembangan potensi desa, ekonomi pedesaan dan teknologi 
tepat guna. 
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(4) DalB.J."'ll melaksanaka..J. tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Seksi Tata 
Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna 
menyelenggarakan fungsi : 
a . penyusunan rencana kerja seksi ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan potensi desa, 

ekonomi pedesaan dan teknologi tepa~ guna; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan potensi desa, 

ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna; 
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supems1 bidang 

pengembangan potensi desa, ekonomi pedesaa."1. dan teknologi tepat guna; 
e. pdaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan 

potensi desa, ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
BAB Vll 

UPT 

Pasal34 

(1) Pada DPPKBPMD dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT di.atur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 
JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal35 

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spes;_ruisasi yang 
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan 
keahlian dan kebutuhan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur da.Tl ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VIII 
TATA KERJA 

Pasal 36 

2016 

Jetiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal37 

(1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peratura.."'l 
perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. 

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian 
· bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib -mengadakan rapat berkala. 

Pasal38 

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. 

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengiku ti dan mematuhi petunjuk serta 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. 

Pasal 39 

(1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawa..~an masing-masing. 

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan 
masing-masing. tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsiona1 mempunyai hubungan kerja. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal40 

Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016. 

43252.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ada saat Penataan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
3erencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selesai dilakukan, maka; 

t. Peraturan Bupati Bantul 83 Tahun 2007 ten tang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 
74); dan · 

) .. Peraturan Bupati Bantul 89 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupate-n Bantul (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 89). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 22 Desember 2016 

BUPATI BANTUL, 

ttd. 

SUHARSONO 

Diundangkan di Bantul, 
pada tanggal 22 Desember 2.016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd . 

RIYANTONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2016 NOMOR 118 
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Jl. Raya Semarang- Kendal KM J 4. 5. Mang(-::ang Wetan, Semarang 
Tel e pon : 0 :2 4 - 86 66044 , Faksim il e : 0:4-86660 45 SIT A~ TERBUKA 

l Emai l: ut-semarang@~ ut.ac . id 

Nomor: -4 v:> ./UN.31.33/LL/2017 Semarang, 10 Februari 2017 
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian 

Yth. : Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

SehubWlgan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program 
Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT 
Semarang Pokjar BKKBN Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan bahwa mahasiswa 
atas nama: 

: Asih Suryanti 
: 500641357 

- ~ .. d :· 
Na.ma 
NIM 
Judul 

Pembimbing 

: lmplementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Bantu! - DIY 

: Prof. Dr. Abdul Rohman, M. Si, Akt 

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan 
judul T APM terse but. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala 
Badan KESBANGPOL dan LINMAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kiranya 
untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data. 

Tembusan: 
1. Pembantu Rektor I 
2. Direktur PPs 
3. Kepala DPPKBPMD Kabupaten Bantul DIY 
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantu! DIY 
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantu! DIY 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAP PEDA) 
Jln.Robert Wolter Monginsidl No. 1 Bantu! 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796 

Website: bappeda.bantu lkab.go.ld Webmal l: bappeda(a)bantulkab.oo.ld 

Menunjuk Surat 

Mengingat 

Diizin-kan kepada 
· Nama 

P. T I Alamat 

NIP/NIM/No. KTP 
Nomor Telp./HP 

Tema/Judul 
Kegiatan 

Lokasi 

Waktu 

SURAT KETERANGAN/IZIN 
Nomor: 070 I Reg I 0849 1 $2 1 2017 

Dari 8adan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Pemerintah 
Daerah DIY 

Tanggal : 23 Februari 2017 

Nomor : 074/1848/Kesbangpol/2017 

PerihCII : Rekomendas i Penelitian 

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi 
Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu 
sebagaimana Ielah diubah d~ngan Peraturan Daerah Kabupaten Pantul 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Billltul ; 

b. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta .Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pelayanan Perijinar. , Rekorriendasi Pelaksanaan Survei, 
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan · di Daerah 
lstimewa Yogyakarta; 

c. Peraturan Bupati Bantu! Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten 
Bantu!. 

ASIH SURYANTI 
Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka 
JI.Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 
3402134508690006 
08122789105 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 
MclALUI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) 
DI KABUPATEN BANTUL DIY . 
DPPKBPMD Kabupaten Bantu!, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantu! . 
Kantor Kemenag Kabupaten Bantu! 
01 Maret 2017 s/d 27 Mei 2017 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus seialu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) 

dengan i.nstitusl Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk 
seperlunya ; · 

2. Wajib menjaga ketertibon dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku ; 

3. lzin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; 

4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada 
Pemerir.tah Kabupaten Bantu! c.q Bappeda Kabupaten Bantu! sete lah selesai melaksanakan kegiatan ; 

5. lzin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di alas; 

6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan ; dan 

7. lzin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan terten tu yang dapat mengganggu ketert iban umum dan 
kestabilan pemerintah. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
~ Bupati Bantul (sebagai laporan) 

«a Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantu! 
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantu! 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

Ba ntu! 
: 27 F ebruari 201 7 

' _ _ _,_., ___ ~- -~ .. - • ., ~.-,, rbn nPsrl Kab. Bantu! 
----------~--~ 
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FOTO KEGIATAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

Wawancara dengan Kabid Pengendalian Penduduk DPPKBPMD 

Wawancara dengan Kabid Keluarga Berencana DPPKBPMD 
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Wawancara dengan Ketua PIK R AI Mahali 

Kegiatan siaran radio Materi PUP 
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Wawancara dengan Remaja Sasaran Program PUP 

Wawancara dengan remaja sasaran Program PUP 
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Kegiatan KIE Pegram PUP di SMAN 1 Piyngan 

Remaja Sasaran KIE Program Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA Negeri 

1 Piyungan 
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Wawancara dengan Kasi Advokasi dan Penggerakan DPPKBPMD 

Wawancara dengan Kasi Pelayanan KB DPPKBPMD 
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Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan 

Wawancara dengan Koordinator PLKB Kecamatan Pleret 
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Wawancara dengan PLKB Kecamatan Pleret 

Wawancara dengan lbu Betri dari Dinas Kesehatan Bantul 
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